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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فَعلََ  -

 suila  سئُلَِ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

Ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الأطَْفاَلِ  -

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّ

 talhah   طَلْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نزََّ

لبِر  ا -   al-birr 
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلََمُ  -

لشَّمْسُ ا -  asy-syamsu 

 al-jalālu الْجَلَالُ  -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak 

di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

 

H. Penulisan Kata 
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Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan 

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إنَِّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھاَ -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلَمِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ل هِ الأمُُوْرُ جَمِيْعاًلِ  -   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

 

Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī’ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era 

Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan) 

Fitria Ni’matul Maula 

 

 

Virus covid-19 yang berasal dari wuhan menyebar ke Indonesia pada tahun 2020 sehingga 

memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan salah satunya pada aspek ibadah dan 

kesehatan. Sebagai negara mayoritas muslim dampak pada aspek ibadah dan kesehatan 

tersebut mengalami perubahan yang signifikan sehingga menimbulkan berbagai 

pemahaman serta kebimbangan dalam memahami suatu hukum dan menjalankan ibadah. 

Atas persoalan tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menjadi rujukan 

dalam setiap persoalan hukum islam meresponnya dengan menetapkan fatwa terkait 

persoalan umat yang ditujukan umtuk kemaslahatan manusia.  

Pada tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana implementasi maqāṣid asy-syarī’ah 

pada fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19 dan bermaksud menggali lebih dalam 

tentang apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh ulama dalam mengeluarkan fatwa yang 

selaras dengan maqāṣid asy-syarī’ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi 

pustaka dari buku, jurnal, skripsi dan lainnya dengan metode analisis konten. Dalam setiap 

kebijakan fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan suatu hukum berdasarkan al-

Qur’an, as-Sunnah dan juga ijtihad yang disandarkan pada kaidah fikih yang relevan 

dengan masing-masing kondisi dan tergabung dalam jenis kaidah fikih daf’u Aḍ-darurah 

wa raf’u al- ḥaraj guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. 

 

 

Kata Kunci : Covid-19, Maqāṣid Asy-Syarī’ah, Fatwa MUI   
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ABSTRACT 

 

Implementation of Maqāṣid Asy-Syarī’ah on The Fatwa of Majelis Ulama 

Indonesia in the Covid-19 Era (Fatwa Study on Worship and Health) 

Fitria Ni'matul Maula 

 

 

The Covid-19 virus originating from Wuhan spread to Indonesia in 2020 and make 

an impact on various aspects, one of which was in the aspect of worship and health. 

As the country which has the majority of moslem the impact on this worship and 

health aspect underwent significant, so giving rise to various understandings and 

Indecision in understand an islamic law carrying out worship. On this issue the 

Majelis Ulama Indonesia as an institution that becomes a reference in every issue 

of Islamic law responds by setting a fatwa related to the problems of the people 

which are intended for the benefit. In this paper, the author examines the 

implementation of maqāṣid asy-syarī’ah in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia 

in the Covid-19 era and thinks more deeply about what is taken into consideration 

by ulama in issuing fatwa’s that are in line with maqāṣid asy-syarī’ah. This study 

uses a type of literature study from books, journals, theses and others with content 

analysis methods. In each fatwa policy, the Majelis Ulama Indonesia stipulates a 

law based on the al-Qur'an, as-Sunnah and also ijtihad based on fikih rules that 

are relevant to each condition the rules incorporated in the type of fikih rules daf’u 

Aḍ-darurah wa raf’u al- ḥaraj in order to realize the benefit of all human beings. 

 

 

Keywords: Covid-19, Maqāṣid Asy-Syarī’ah, MUI’s Fatwa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan suatu wabah yang 

muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan China yang selanjutnya menyebar luas 

ke lebih dari 190 negara. Virus ini tergolong sebagai virus yang membahayakan 

dan mematikan karena dapat menular antar manusia. Indonesia yang masuk 

dalam jajaran 20 negara berpenduduk terbesar di dunia pun tidak luput dari 

penyebaran wabah corona, awal mula masuknya covid-19 di Indonesia yaitu 

pada bulan maret 2020 terdapat dua jumlah kasus yang terlapor dan hingga saat 

ini kasus yang terlapor semakin meningkat.1  

Dengan melihat penyebaran yang bertambah pesat dan seiring 

ditetapkannya wabah covid-19 menjadi sebuah bencana pandemi oleh World 

Health Organization (WHO) maka pemerintah berupaya memutus rantai covid-

19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti melakukan pembatasan 

pada kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti sekolah, pasar, mal, 

bioskop, kegiatan di tempat ibadah dan lain lain yang kemudian ramai dengan 

tagline “di rumah aja” atau “work form home”, mensosialisasikan beberapa 

gerakan antara lain social distancing (jaga jarak), wajib memakai masker 

                                                             
 1Adityo Susilo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” Jurnal 

Penyakit Dalam Indonesia 7, no. 1, (2020): 45-46 
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maupun cuci tangan.2 Selain beberapa kebijakan tersebut pemerintah juga 

mengeluarkan kebijakan berupa gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

atau biasa disingkat PSBB yang termuat dalam peraturan pemerintah No.1 

tahun 2020 guna percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), 

dapat dikatakan bahwa munculnya wabah ini mengakibatkan keterbatasan 

dalam segala kegiatan.  

Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, segala hal 

yang berkaitan dengan wabah ini menjadi persoalan yang dirasa perlu 

dipertimbangkan oleh lembaga pemerintah indonesia, kehadiran Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewakili lembaga otoritas islam di 

indonesia yang juga didukung oleh tokoh maupun organisasi masyarakat seperti 

Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan lembaga lembaga islam lainnya 

diharuskan mengeluarkan beberapa kebijakan yang meliputi beberapa aspek 

antara lain aspek kegiatan dalam penyelanggaraan ibadah maupun kesehatan 

yang dimuat dalam fatwa-fatwa MUI.3  

Fatwa merupakan pendapat hukum yang dapat menjadi solusi atas berbagai 

masalah yang muncul di tengah kehidupan umat masyarakat, kehadiran fatwa 

bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia sama halnya dengan 

konsep maqāṣid asy-syarī’ah yang merupakan tujuan syari’ah bagi manusia, 

fatwa tentunya tidak dapat lepas dari pertimbangan maqāṣid asy-syarī’ah 

                                                             
 2Zezen Zainul Ali, “Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif 

Maqashid Al-Syari’ah” Jurnal Nizham 8, no. 01, (2020): 83-84 

 3Ayi Yunus Rusyana dkk, “Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di 

Indonesia Dan Mesir” Digital Libraray UIN Sunan Gunung Jati (2020): 4-5   



3 
 

sebagaimana telah dikemukakan oleh para ulama ushul fikih bahwa pengertian 

maqāṣid asy-syarī’ah yakni tujuan yang dikehendaki syara’ yang ditujukan bagi 

kemaslahatan umat manusia, bahwasanya manusia di dunia ini tidak dapat lepas 

dari hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup. 4  

Berdasarkan pemaparan di atas persoalan pokok yang akan dikaji pada 

pembahasan ini yaitu sejauh mana kaidah kaidah maqāṣid asy-syarī’ah dapat 

diterapkan pada fatwa covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia guna mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia. Penulis tertarik 

mengkaji permasalahan ini agar dapat mengetahui tentang bagaimana 

implementasi maqāṣid asy-syarī’ah terhadap fatwa MUI Indonesia dengan 

penelitian berjudul “Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī’ah Pada Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan 

Kesehatan)”. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun yang telah diuraikan pada latar belakang, maka pertanyaan 

penelitian ini sebagai berikut : 

Bagaimana implementasi maqāṣid asy-syarī’ah pada fatwa MUI era covid-

19? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                             
 4Alvan Fathony, “Maqashid Al Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan 

Hukum Islam di Indonesia” Jurnal Islam Nusantara 02, no. 02, (2018)  
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

Mengetahui implementasi maqāṣid asy-syarī’ah pada fatwa MUI era 

covid-19. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis  

Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bagian dari perkembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum 

Islam terutama dalam hal implementasi, kriteria mapun analisisnya 

terhadap implementasi maqāṣid asy-syarī’ah pada fatwa MUI era 

covid-19.  

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat 

dalam mengambil sumber hukum dengan rujukan yang sesuai dan telah 

ditetapkan oleh syari’at. 

c. Secara Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan bagi 

peneliti lainnya dan dapat memperkaya kajian khususnya pada kajian 

terhadap implementasi maqāṣid asy-syarī’ah pada fatwa MUI era covid-

19. 
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D. Sistematika Pembahasan 

 Guna mempermudah pemahaman pada penelitian ini, maka penulis 

menyajikan sistematika pembahasan penelitian ini dengan 

mengelompokkan pokok pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai 

berikut : 

 Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang didaparkan 

dengan munculnya masalah yang yang akan diteliti. Bab ini terbagi kedalam 

tiga bagian yaitu, sub-bab pertama terdapat latar belakang masalah dengan 

penjabaran alasan menyusun persoalan ini, sub-bab kedua yaitu fokus 

penelitian yang merupakan pertanyaan dari persoalan yang akan dipecahkan 

oleh penulis, sub-bab ketiga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang 

meyakinkan bahwa persoalan ini menarik dan layak untuk dikaji. kemudian 

dalam bab ini juga terdapat sistematika pembahasan berisi penjabaran dari 

susunan pembahasan dalam skripsi ini. 

 Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, bab kedua sub-bab 

pertama memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu yang berisi nama 

peneliti, tahun penelitian, judul penelitian terdahulu, dan hasil penelitian 

serta kesimpulan penelitian terdahulu, adanya pembahasan kajian terdahulu 

ditujukan agar menghindari plagiarisme pada pembahasan penelitian ini, 

selain itu kajian terdahulu juga dapat menjadi penyempurna dalam 

penelitian ini. Kemudian sub-bab kedua yaitu berisi kerangka teori yang 

akan digunakan sebagai landasan dan acuan pada pokok kajian penelitian 

ini.  
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Bab III Metodologi Penelitian, memaparkan peranan penting dari penelitian 

ini yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis sehingga hasil dan 

data yang bersumber dari metode tersebut merupakan hasil yang akurat. 

Bab IV, bab ini berisi mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh, 

kemudian jawaban dari persoalan pengimplementasian maqāṣid asy-syarī’ah 

pada fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

khususnya pada era covid-19 ini yang mana ditelaah dan dikaji pada 

penelitian ini.  

Bab V Penutup, bab ini merupakan komponen terakhir pada penulisan 

skripsi yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan saran dari 

penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

 Penelitian yang sama pada permasalahan ini terdapat dalam 

beberapa penelitian dalam tinjauan tertentu, peneliti menemukan penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan ini namun mempunyai 

fokus yang berbeda-beda. Antara lain sebagai berikut : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Binti Mutafarida dan Moh. 

Farih Fahmi (2020) yang berjudul Upaya Implementasi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan 

Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa Implementation Business 

Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution), 

penelitian tersebut berangkat dari permasalahan pada tingkat perekonomian 

masyarakat Indonesia yang mulai menurun selama pandemi covid-19, Salah 

satu langkah yang diupayakan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan 

fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak 

dan shadaqah. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh program program 

yang diadakan pada salah satu Lembaga Yayasan sebagai wujud dari 

implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yang berdampak positif 

dan juga dapat membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat.1 

                                                             
 1Binti Mufarida dkk, “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 

Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa 
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Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya mengkaji 

fokus pada satu fatwa saja namun mengkaji berbaga fatwa dari berbagai 

aspek seperti ibadah maupun penanganan covid-19. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad Qotadah 

(2020) yang berjudul Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap 

Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs 

Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?) penelitian ini mengkaji salah satu 

kebijakan dalam penangguhan pelaksanaan ibadah shalat di tempat ibadah, 

kebijakan tersebut mengakibatkan pro kontra antar sesama masyarakat atas 

argumen mereka, sebagian masyarakat yang pro terhadap kegiatan 

pemerintah beranggapan bahwa kebijakan tersebut benar adanya guna 

memutus penyebaran covid-19 bagi masyarakat sendiri, namun sebagian 

masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah beranggapan bahwa 

fatwa fatwa tersebut kurang sesuai dengan karena lebih mengutamakan 

Ḥifdz An-Nafs daripada Ḥifdz ad-Din karena pada hakikatnya Ḥifdz ad-Din 

menempati kedudukan tertinggi dalam susuan maqashid syari’ah yang 

kemudian dikemukakan oleh peneliti bahwa kebijakan kebijakan tersebut 

telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan aspek 

kemaslahatan dan kemafsadahan.2 Penelitian tersebut mempunyai 

                                                             
Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution)” 

Jurnal Qawanin 4, no. 2, (2020): 149-152 

 2Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap 

Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz 

al-Din?)” Jurnal Sosial &  Budaya Syar-i 7, no. 07, (2020): 660-661  
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kesamaan dengan penelitian ini dalam aspek kajiannya yaitu maqāṣid asy-

syarī’ah namun berbeda pada rumusan permasalahan yang diteliti.  

Ketiga, Penelitian yang berjudul Menelisik Dinamika Dan 

Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 oleh 

Abdur Rahman Adi Saputera dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai 

Gorontalo (2020) yang mengkaji tentang peranan fatwa MUI pada tatanan 

kehidupan masyarakat yang mana fatwa fatwa tersebut merupakan langkah 

strategis dalam menanggulangi wabah covid-19 ini, meskipun pada awalnya 

fatwa fatwa tersebut cukup menuai kontroversi dengan berbagai respon dari 

masyarakat yang disebabkan kurangnya adaptasi masyarakat atas kebijakan 

baru tersebut namun pada akhirnya fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI 

dapat diterima dengan baik dan dijadikan rujukan dalam mengambil 

langkah selanjutnya guna mencegah penyebaran covid-19 yang semakin 

merajalela.3 Berbeda dengan penelitian tersebut yang mengkaji peranan 

fatwa MUI di tengah tengah persoalan pandemic covid-19 sedangkan 

penelitian ini fokus pada kajian tentang subtansi dari beberapa fatwa yang 

telah dikeluarkan sebagai kebijakan Majelis Ulama Indonesia dan 

bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan syari’ah.  

Keempat, Penelitian oleh Sahari Institut Agama Islam Negeri 

Manado (2020) yang berjudul Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-

Taisyiir Di Tengah Pandemi Covid-19 yang mengkaitkan tentang 

                                                             
 3Abdur Rahman Adi Saputera, “Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai 

Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19” Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no. 2, (2020): 73-75  
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pemahaman dari kaidah al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyiir yang lebih luas 

dengan keadaan pandemi covid-19 saat ini. Karena pada realitanya masih 

banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman terbatas dan sempit atas 

kaidah tersebut, Peneliti mengemukakan bahwa kaidah tersebut dapat 

diimplementasikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada 

dengan memperhatikan ancaman bahaya dari virus covid-19.4 Penelitian di 

atas dan penelitian ini sama sama mengkaji permasalahan hukum islam 

yang pada era covid-19 dan juga mengkajian pengimplementasian hukum 

tersebut namun berbeda pada perspektif kaidah yang digunakan. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri Albani 

Nasution dan Wulan Dayu yang berjudul Fiqh Fardhu Kifayah for the City 

of Covid-19 According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 

(Maqashid Syariah Analysis) penelitian tersebut fokus pada permasalahan 

tajhīz al-janāiz yang harus dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah 

ditetapkan oleh hukum islam, namun berbeda pada kondisi di mana mayat 

adalah seseorang yang terinfeksi covid-19, ijtihad dari permasalahan 

tersebut kemudian disandarkan pada fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 dan 

permenkes No.413 tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang 

terinfeksi covid-19. Perbedaan yang mendasari persoalan tajhīz al-janāiz 

covid-19 dengan yang biasa yaitu pada tata cara pengurusan pada mayat 

tersebut, ketentuan bagi orang yang mengurus dan juga hukum yang berlaku 

                                                             
 4Sahari, “Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir Di Tengah Pandemi Covid-

19” Jurnal AQLAM - Journal of Islam and Plurality 5, no. 2, (2020): 140-141  
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sehingga fikih fardu kifayah dapat diterapkan sebagai ijtihad dari persoalan 

ini. hal tersebut ditujukan guna menjaga kemaslahatan diri maupun orang 

lain dan mengantisipasi potensi penyebaran covid-19.5 Kesamaan penelitian 

di atas dengan penelitian ini terdapat pada analisis yang digunakan, namun 

berbeda pada fokus kajian yang diteliti, penelitian tersebut fokus pada 

ijtihad yang diterapkan pada persoalan tajhīz al-janāiz sedangkan penelitian 

ini fokus pada penerapan fatwa tentang berbagai persoalan era covid.  

keenam, Penelitian yang berjudul Peran Majelis Ulama Indonesia 

Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan 

Dominasi Kekuasaan Max Weber oleh Muhammad Agus Mushodiq dan Ali 

Imron. Penelitian ini menggali motif pada tindakan sosial keagamaan yang 

diterbitkan melalui fatwa fatwa sebagai salah satu jalan ijtihad yang mana 

MUI sebagai Lembaga keagamaan di Indonesia yang menaungi organisasi 

masyarakat Indonesia sangatlah berperan penting dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui teori Tindakan sosial max Weber pada penelitian ini.6 Penelitian di 

atas dan penelitian memiliki kesamaan pada objek yang dikaji namun 

berbeda pada teori analisis yang digunakan. 

                                                             
 5Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, “Fiqh Fardhu Kifayah for the City of Covid-19 

According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 (Maqashid Syariah Analysis)” 

Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 3, no. 4, (2020): 

3008-30012  

 6Muhammad Agus Mushodiq dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi 

Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber” Jurnal Sosial 

& Budaya Syar-I 7, no. 5, (2020): 463-466  
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Ketujuh, penelitian tentang Tafsir Ayat-Ayat Pandemi, Studi Atas 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Ali Mursyid (2020) Penelitian 

ini tidak hanya mengkaji suatu ayat namun juga menggali ayat ayat yang 

dijandikan landasan dalam melakukan ibadah melalui tafsir ayat tersebut. 

Pembahasan pada penelitian ini difokuskan agar masyarakat mengetahui 

urgensi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa substansi yang 

terkandung di dalamnya sangatlah berperan bagi kehidupan sehari-hari. 

Peneliti juga membuktikan bahwa penafsiran dari ayat ayat pandemi 

tersebut selaras dengan pendapat para ahli tafsir (mufassir) dan tidak 

bertentangan dengan kitab kitab tafsir yang dijadikan rujukan, sehingga ayat 

ayat pandemi tersebut tidak perlu diragukan lagi.7 Penelitian di atas sedikit 

berbeda dengan penelitian ini dan penelitian yang lainnya, perbedaan yang 

cukup signifikan disebabkan oleh penelitian di atas yang fokus pada konteks 

internal melalui penafsiran dari ayat yang ada pada fatwa tersebut, berbeda 

dengan penelitian ini yang mengkaji konteks eksternal melalui 

pengimplementasian maqāṣid asy-syarī’ah pada fatwa fatwa tersebut. 

Kedelapan, penelitian oleh Ade Rian dan Azman Arsyad yang 

berjudul Larangan Shalat Jum’at Masa Pencegahan Covid-19; Studi 

Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang menganalisis fatwa 

tentang larangan shalat jum’at serta pertimbangan yang dilakukan MUI 

dalam merilis fatwa tersebut pada era pandemi ini, shalat jum’at merupakan 

                                                             
 7Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(Mui)” Jurnal Misykat 05, No. 01, (2020): 49  
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shalat yang wajib dilakukan oleh seluruh muslim yang telah baligh dan 

dalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak orang. Maka dari itu, 

munculnya wabah covid-19 yang dapat menular melalui permukaan benda, 

kulit manusia dan lain sebagainya, mengharuskan pemerintah 

mengeluarkan fatwa No.14 Tahun 2020 dengan tujuan memutus rantai 

covid-19, Adapun kajian dari penelitian ini mengemukakan bahwa 

keputusan ini telah dipertimbangkan dengan mempertimbangkan aspek 

maslahah mursalah guna melindungi jiwa manusia.8 Penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian ini karena hanya fokus pada Fatwa No.14 Tahun 

2020 yang merupakan fatwa pada aspek ibadah, sedangkan penelitian ini 

mencakup berbagai aspek yang meliputi ibadah shalat, ibadah zakat, 

kesehatan dan lain sebagainya.  

Kesembilan, Penelitian mengenai Metode Talfiq Manhaji MUI 

Dalam Fatwa yang dikaji oleh Muhammad Iqbal dari Institut Agama Islam 

Negeri Kendari (2020). Penelitian ini berangkat dari keresahan peneliti yang 

merasa bahwa talfiq manhaji  dengan membandingkan metode MUI dalam 

berfatwa dan istinbath Imam Madzhab masih sering diabaikan. maka dari 

itu, peneliti berupaya untuk menjadikan talfiq manhaji sebagai salah satu 

ssolusi pada pemecahan permasalahan hukum islam kontemporer yang 

dikaji pada Fatwa MUI No. 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat 

bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat 

                                                             
 8Ade Rian dkk, “Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa 

MUI Nomor 14 Tahun 2020” Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab  2, no. 

1, (2021): 13  
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Merawat dan Menangani Pasien COVID-19. Penelitian ini menghasilkan 

penetapan yang mengandung prinsip kemaslahatan umum pada petugas 

yang terkait dengan membedakan masing masing kondisi sehingga dapat 

memberikan kemudahan bagi umat islam yang berada pada kondisi 

tersebut.9 Perbedaan yang membedakan pada penelitian ini terletak pada 

pendekatan yang digunakan, pendekatan pada penelitian di atas 

menggunakan pendekatan muqāranah al madzāhib (perbandingan 

madzhab) sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-

Normatif dan teknik analisis data. 

Kesepuluh, Penelitian oleh Dzulkifli Noor yang berjudul Sikap 

Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang 

Pandemi Covid-19 yang mengkaji tentang respon masyarakat yang pro dan 

kontra atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sejatinya 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum islam dan menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia dalam 

keadaan darurat sekalipun, namun hal tersebut tidak seluruhnya dipahami 

oleh masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan sebagian respon 

masyarakat Indonesia yang masih kontra terhadap fatwa tersebut. Lebih 

penting daripada itu, Sebagian masyarakat yang lain justru menyetujui 

                                                             
 9Muhammad Iqbal, “Metode Talfiq Manhaji Mui Dalam Fatwa” Jurnal Al-‘Adl 2, no. 1, 

(2021): 13 
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fatwa tentang wabah ini karena menurut mereka fatwa tersebut merupakan 

salah satu ikhtiar atau jalan dalam memutus penyebaran covid-19.10 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian tersebut mempunyai kesamaan 

dengan penelitian ini yaitu dari segi kondisi covid-19, namun perbedaan 

yang mendasari terdapat pada konteks yang dikaji, karena selain menurut 

kondisinya penelitian di atas juga mengkaji hubungan timbal balik yang 

ditandai dengan respon masyarakat.  

Kesebelas, Penelitian yang berjudul metode istinbat fatwa mui 

nomor: 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (tajhīz al-janāiz) muslim 

terinfeksi covid-19 yang dituangkan dalam bentuk skripsi oleh Abdurrahim. 

Penelitian tersebut mengkaji lebih dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 pada segi pengurusan jenazah yang terpapar covid-

19 mulai dari memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan mayat. 

Penelitian ini juga mendalami tentang bagaimana istinbath hukum yang 

digunakan oleh MUI dalam menetapkan tata cara serta pedoman baru 

tersebut.11 Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena hanya 

fokus pada persoalan tata cara merawat jenazah covid-19, sedangkan 

penelitian ini mencakup berbagai persoalan seperti hukum penggunaan Alat 

Pelindung Diri, Pendistribusian zakat, Vaksinasi dan lain sebagainya. 

                                                             
 10Dzulkifli Noor, “Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Tentang Pandemi Covid-19” Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial 3, no. 2, (2020): 

14-15  
11Abdurrahim, Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan 

Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, Skripsi, Jambi : Uin Sulthan Thaha 

Saifuddin, 2021 



16 
 

Kedua Belas,  Penelitian oleh Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia 

Habibaty tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif 

dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia, penelitian tersebut 

mengkaji tentang sikap proaktif dan antisipatif yang diterapkan oleh MUI 

dalam mencegah penularan covid-19 yaitu dengan produk fatwa no 14 tahun 

2020.12 Perbedaan yang mendasar dari penelitian di atas dan penelitian ini 

adalah penelitian ini mengkaji fatwa sebagai produk MUI dengan analisa 

maqāṣid asy-syarī’ah Jasser Auda sedangkan pada penelitian di atas tidak 

terdapat analisis pada penelitiannya. 

Ketiga belas, penelitian oleh Imaro Sidqi dan Doli Witro yang 

berjudul Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap 

Masyarakat.  yang mana urgensi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia disorot 

dari kacamata masyarakat Indonesia, fatwa MUI dinilai penting guna 

menjadi rujukan permasalahan umat islam. namun di sisi lain kedudukan 

fatwa MUI pada tatanan hukum negara Indonesia tidaklah mengikat dan 

tidak wajib diikuti.13 Perbedaan pada penelitian ini adalah pada corak 

penelitiannya, penelitian di atas terfokus pada pandangan masyarakat 

                                                             
12Ahmad Mukri Aji, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus 

Corona Di Indonesia” Jurnal Salam  7, No. 8, (2020): 681 
13Imam Sidqi. Dkk, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat” Jurnal Nizham  8, No. 

1, (2020): 23 
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sedangkan pada corak penelitian ini adalah pengkajian implementasi fatwa 

yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. 

Keempat belas penelitian yang berjudul Vaksinasi Sebagai 

Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam oleh Ahmad 

Fuadi dan Tentiyo Suharto, menurut ahmad dan tentiyo hukum dari 

vaksinasi tersebut masih menuai pro kontra anta masyarakat, pemaknaan 

vaksinasi tersebut membutuhkan kajian secara mendalam dalam 

pertimbangannya. Meskipun begitu vaksinasi merupakan aspek penting 

yang wajib dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan umat.14 Dua 

penelitian sama sama megkaji produk penanggulangan wabah, penelitian di 

atas mengkaji hukum produk baru sebagai upaya penanggulangan wabah 

sedangkan penelitian ini mengkaji penanggulangan wabah yang berasal dari 

dua aspek pada enam persoalan. 

Kelima belas, Penelitian oleh Ahmad Sanusi yang mengkaji Teori 

Maqashid Syari’ah dan Penerapanya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis 

Kritis). Pada fatwa corona pertimbangan dengan menggunakan maqashid 

syari’ah sangat diperlukan sebab berbagai perubahan hukum antara satu 

aspek dengan aspek lainnya.15 Penelitian di atas dan penelitian ini sama 

sama menganalisis implementasi maqāṣid asy-syarī’ah pada fatwa yang 

                                                             
14Ahmad Fuadi, Dkk. “Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif 

Fiqh Islam” Jurnal El-Ghiroh  Xix, No. 1, (2021): 42 
15Ahmad Sanusi, “Teori Maqoshid Syariah Dan Penerapanya Pada Fatwa Corona (Studi 

Analisis Kritis)” Jurnal Uin Banten  (2020): 30 
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ditetapkan setelah munculnya covid-19, namun perbedaan ada pada 

penelitian ini yang berangkat khusus dari pemikiran Jasser Auda. 

No. Penulis Judul Kesimpulan 

1.  Binti 

Mutafarida dan 

Moh. Farih 

Fahmi 

Upaya Implementasi 

Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 23 

Tahun 2020 Sebagai 

Upaya Pemulihan 

Ekonomi Oleh 

Lembaga Amil Zakat 

(Mui Fatwa 

Implementation 

Business Number 23 

Year 2020 In 

Economic Recovery 

By Amil Zakat 

Institution) 

Peran yayasan Yatim 

Mandiri dalam 

Pemulihan Ekonomi 

Masyarakat Terdampak 

Covid 19 sebagai wujud 

dari 

pengimplementasian 

Fatwa MUI Nomor 23 

Tahun 2020 yaitu 

melalui program BISA 

(Bunda Yatim 

Sejahtera) yang 

diwujudkan dalam 

bentuk modal serta  

didukung dengan 

manajemen yang 

terstruktur. Selain itu,  

Upaya lain yang 

dilakukan oleh yayasan 

Yatim Mandiri yaitu 

dengan mengurangi 

dana pos Pendidikan 

kemudian dialihkan 

kepada bantuan 

ekonomi. 
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2.  Hudzaifah 

Achmad 

Qotadah 

Covid-19: Tinjauan 

Maqasid Al-Shariah 

Terhadap 

Penangguhan 

Pelaksanaan Ibadah 

Shalat Di Tempat 

Ibadah (Hifdz al-Nafs 

Lebih Utama Dari 

Hifdz al-Din?) 

 

kebijakan pada segala 

praktik keagamaan yang 

berupa pembatasan, 

penangguhan, maupun 

larangan tidak 

bermaksud 

mengutamakan maupun 

mendahulukan hifdz al-

nafs daripada hifdz al-

din. Namun, hal tersebut 

telah dipertimbangan 

dengan memperhatikan 

aspek kemaslahatan dan 

kemafsadahan di tengah 

pandemic covid-19. 

3.  Abdur Rahman 

Adi Saputera 

Menelisik Dinamika 

Dan Eksistensi Fatwa 

MUI Sebagai Upaya 

Mitigasi Pandemi 

Covid-19 

 

 

Setelah telah melewati 

berbagai macam 

kontroversi, pada 

akhirnya fatwa MUI 

dimasa pandemi dapat 

diterima dengan baik 

dan eksistensinya dapat 

dibuktikan melalui 

penetapan fatwa fatwa 

tersebut sebagai rujukan 

dalam mengambil 

langkah selanjutnya 

guna mencegah 

penyebaran covid-19 

karena pada dasarnya 

fatwa MUI merupakan 
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wujud dari Islam yang 

rahmatan lil alamin 

sholihul likulli zaman 

wal makan. 

 

4.  Sahari Implementasi Al-

Masyaqqoh Al-

Tajlibu Al-Taisyiir Di 

Tengah Pandemi 

Covid-19 

Menurut peneliti, 

pengimplementasian 

kaidah al-masyaqqoh 

al-tajlibu al-taisyiir 

haruslah disesuaikan 

pada situasi dan kondisi 

yang terjadi, kondisi 

tersebut tergolong 

menjadi dua bagian. 

Pertama,  kondisi 

mengancam jiwa dan 

kerusakan jasad (al-

masyaqqah al-

‘Azhimmah), 

masyaqqoh jenis ini 

memberi seperti 

keringanan saat covid-

yaitu dengan mengganti 

shalat jum’at dengan 

shalat dzuhur. 

Kedua, kesulitan 

bersifat alamiah dan 

dapat diatasi 

(masyaqqah al-

Khafifah) seperti lapar 

saat berpuasa, maka 
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jenis ini tidak mendapat 

keringanan. 

5.  Muhammad 

Syukri Albani 

Nasution dan 

Wulan Dayu 

Fiqh Fardhu Kifayah 

for the City of Covid-

19 According to the 

Fatwa of MUI and 

Permenkes Number 

413 (Maqashid 

Syariah Analysis) 

Tata cara memandikan 

jenazah korban Covid-

19 didasarkan fatwa 

MUI No. 18 Tahun 

2020 dan permenkes 

No.413 yaitu salah 

satunya dengan tanpa 

harus melepas pakaian, 

bahkan saat kondisi 

normal tidak harus 

melepas pakaian, 

kuncinya adalah 

membersihkan hal-hal 

najis di tubuh mereka. 

hal tersebut ditujukan 

guna menjaga 

kemaslahatan diri 

maupun orang lain dan 

mengantisipasi potensi 

penyebaran covid-19. 

6.  Muhammad 

Agus 

Mushodiq dan 

Ali Imron 

Peran Majelis Ulama 

Indonesia Dalam 

Mitigasi Pandemi 

Covid-19; Tinjauan 

Tindakan Sosial dan 

Dominasi Kekuasaan 

Max Weber 

Tindakan sosial 

keagamaan yang  

digunakan oleh MUI 

dalam menerbitkan 

fatwa mengandung tiga 

motif  yang antara lain:  

1. instrumentally 

rational 
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2. value rational 

3. traditional 

Adapun dalam hal 

dominasi kekuasaan 

MUI menggunakan dua 

model : 

1. dominasi kekuasaan 

legal 

2. dominasi kekuasaan 

kharismatik 

7.  Ali Mursyid Tafsir Ayat-Ayat 

Pandemi, Studi Atas 

Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) 

1. MUI telah 

mengeluarkan 

beberapa fatwa pada 

tahun 2020 yang 

antara lain sebagai 

berikut: Fatwa 

No.14, No. 18, No. 

23, No. 28 dan No. 

31. 

2. Fatwa tersebut 

lengkap berserta 

dalil Al-Qur’an, 

Hadist dan kaidah 

fiqh lainnya. 

Beberapa ayat Al-

Qur’an tersebut 

yakni Q.S. al- 

Baqarah (2): 159, 

Q.S. at-Taghabun 

(64): 16 dan Q.S. 
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al-Baqarah (2): 

195. 

3. Penafsiran yang 

dijadikan dalil 

tersebut sesuai 

dengan konteks 

ayat yang 

dimaksud. 

8.  Ade Rian dan 

Azman Arsyad 

Larangan Shalat 

Jum’at Masa 

Pencegahan Covid-

19; Studi Analisis 

Fatwa MUI Nomor 14 

Tahun 2020 

Analisis fatwa Nomor 

14 Tahun 2020 tentang 

larangan salat jumat 

pada masa COVID-19 

bahwa keputusan 

tersebut telah 

dipertimbangkan 

dengan 

mempertimbangkan 

aspek maslahah 

mursalah guna 

melindungi jiwa 

manusia, yang 

merupakan tujuan dari 

maqashid syari’ah.  

9.  Muhammad 

Iqbal 

Metode Talfiq 

Manhaji MUI Dalam 

Fatwa 

Penelitian ini 

mengemukakan metode 

talfiq manhaji yang 

digunakan oleh MUI  

mengandung prinsip 

kemaslahatan umum 

pada petugas yang 
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terkait, dengan 

membedakan masing 

masing kondisi 

sehingga dapat 

memberikan 

kemudahan bagi umat 

islam yang berada pada 

kondisi tersebut. 

Metode talfiq manhaji 

lebih menekankan 

inklusivitas dan tidak 

mengenal fanatisme 

madzhab.  

10.  Dzulkifli Noor Sikap Masyarakat 

Dalam Melaksanakan 

Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Tentang 

Pandemi Covid-19 

Penelitian tersebut 

menghasilkan 

kesimpulan: 

1. Fatwa MUI 

merupakan produk 

ijtihad hukum islam 

2. Tujuan Fatwa MUI 

yaitu memberikan 

kepastian hukum 

bagi umat muslim 

3. Meskipun menuai 

pro kontra atas 

respon masyarakat, 

namun mayoritas 

masyarakat 

menyetujui fatwa 

tentang wabah ini 

karena fatwa 
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tersebut merupakan 

salah satu ikhtiar 

atau jalan dalam 

memutus 

penyebaran covid-

19. 

11.  Abdurrahim metode istinbat fatwa 

mui nomor: 18 tahun 

2020 tentang 

pengurusan jenazah 

(tajhiz al-jana’iz) 

muslim terinfeksi 

covid-19 

Landasan hukum yang 

digunakan MUI dalam 

menetapkan fatwanya 

diantaranya adalah dalil 

al-Qur’an, as-Sunnah, 

Kaidah Fikih dan juga 

metode ijtihad 

kolepktip. 

12.  Ahmad Mukri 

Aji dan Diana 

Mutia Habibaty 

Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Tentang 

Penyelenggaraan 

Ibadah Dalam Situasi 

Terjadi Wabah Covid-

19 Sebagai Langkah 

Antisipatif dan 

Proaktif Persebaran 

Virus Corona Di 

Indonesia 

Fatwa no.14 tahun 2020 

sebagai upaya yang 

dicanangkan oleh 

pemerintah dirumuskan 

melalui tiga langkah 

yaitu langkah responsif  

(cepat tangap dalam 

menangani masalah), 

antisipatif (bersifat 

tanggap atas keadaan 
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yang sedang terjadi) dan 

proaktif (lebih aktif 

sebab perubahan 

kondisi). Tiga langkah 

tersebut dilakukan guna 

menjaga tujuan pokok 

beragama. 

13.  Imaro Sidqi 

dan Doli Witro 

Kedudukan Fatwa 

Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan 

Nasional: Studi 

Implikasi Fatwa 

Terhadap Masyarakat. 

Meskipun fatwa MUI 

bersifat tidak mengikat 

dan tidak wajib diikuti, 

namun fatwa berperan 

penting dalam kasus 

kontroversial Negara 

Indonesia. selain itu 

implikasi fatwa dalam 

kehidupan sehari hari 

sangat jelas dan dapat 

diandalakan. 

14.  Ahmad Fuadi 

dan Tentiyo 

Suharto 

Vaksinasi Sebagai 

Penanggulangan 

Pandemi Covid-19 

Perspektif Fiqh Islam 

pada kondisi darurat, hal 

yang semula tidak 

diperbolehkan 

mendapatkan 

keringanan demi 

menuju kemaslahatan 

umum, sebab 

kemaslahatan umum 

yang bersifat universala 

harus didahulukan 
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ketimbang 

permasalahan khusus. 

15.  Ahmad Sanusi Teori Maqashid 

Syari’ah dan 

Penerapanya Pada 

Fatwa Corona (Studi 

Analisis Kritis). 

Pengaplikasian teori 

maqashid syari’ah pada 

penelitian ini telah 

sesuai dengan dawabith 

dan kaidah umum, hal 

tersebut dibuktikan pada 

hasil ijtihad Majelis 

Ulama Indonesia yang 

dituangkan melalui 

Fatwa.  

 

B. Kerangka Teori 

1. Fatwa 

a. Pengertian Fatwa 

Fatwa dalam bahasa arab sering disebut dengan al-futya atau al- 

Ifta’. Secara etimologi fatwa berarti petuah ataupun nasehat, sedangkan 

secara terminologi fatwa berarti penjelasan atau jawaban hukum syara’ 

tentang suatu permasalahan yang mana jawaban tersebut bersifat wajib 

diikuti maupun tidak, Fatwa yang diberikan pada seorang mustafi (peminta 

fatwa) harus berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas maupun dalil 
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dalil syar’i.16 menurut Nasroen Haroen terdapat juga beberapa istilah yang 

berkaitan dengan fatwa, antara lain: 

1) Al Ifta’ atau Al-Futya yaitu istilah untuk kegiatan yang berupa penjelasan 

atau jawaban atas pertanyaan dari suatu persoalan yang diajukan. 

2) Mustafti adalah istilah untuk kelompok atau seseorang yang meminta fatwa 

atau yang memberikan pertanyaan. 

3) Mufti yaitu istilah untuk seseorang yang memberi fatwa atau memberikan 

jawaban atas permasalahan yang diajukan, seorang mufti harus memiliki 

pengetahuan dan kapasitas yang cukup dalam mengkaji suatu 

permasalahan. 

4) Mustafti Fih adalah istilah untuk persoalan, kasus, perkara yang ditanyakan 

hukum syara’nya.17 

b. Kedudukan fatwa menurut hukum islam 

 Fatwa memiliki kedudukan yang strategis dalam hukum islam 

karena fatwa merupakan komponen penting dalam berbagai persoalan 

syari’at, meskipun para ulama sepakat bahwa fatwa bersifat opsional yang 

artinya dapat dipilih dan tidak mengikat secara legal namun fatwa dinilai 

berkompeten dalam menjawab permasalahan permasalahan yang bersifat 

kontemporer sehingga kedudukannya dalam hukum islam dapat 

dikategorikan sebagai yurisprudensi islam. Secara fungsional fatwa 

                                                             
 16Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Jurnal Al-Hikmah 

(Dakwah)  10, no. 2, (2016): 160-161  

 17Soleh Hasan Wahid, “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan 

Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) ”Jurnal 

Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam  10, no. 2, (2019): 196  
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memiliki dua fungsi yakni tabyin yang artinya menjelaskan dan juga taujih 

yang artinya petunjuk. 

c. Kedudukan fatwa menurut hukum positif Indonesia 

 Indonesia merupakan negara yang bersumber pada lima sumber 

hukum positif, yaitu undang-undang, adat atau kebiasaan, yurisprudensi, 

traktat serta doktrin. Adapun tata urutan peraturan perundang undangan 

telah tertera pada Undang Undang No 10 Tahun 2004 Pasal 7 yang meliputi 

Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, 

peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan 

daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa. Sebagaimana telah disebutkan di 

atas bahwa fatwa tidak terkandung pada Undang Undang No 10 Tahun 2004 

Pasal 7 maka dapat dikatakan bahwa fatwa tidak dapat dijadikan sebuah 

landasan hukum positif masyarakat Indonesia, fatwa hanya merupakan 

suatu pendapat yang disampaikan oleh mufti yang tergabung dalam 

organisasi masyarakat keagamaan seperti MUI, Nahdhatul Ulama, 

Muhammadiyyah dan Lembaga lainnya.18 

2. Ijtihad 

a. Pengertian Ijtihad 

 Ijtihad berasal dari kata Al-Juhd yang dapat dimaknai dengan 

kekuatan, kemampuan (at-ṭaqah) atau bisa dimaknai dengan kesulitan, 

                                                             
 18M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif 

(Analisis Yuridis Normatif)” Jurnal Ulumuddin IV, (2010): 471- 474 
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kesukaran (al-masyaqqah). Adapun ijtihad secara istilah didefinisikan 

sebagai sebuah usaha (ikhtiār) guna menghasilkan hukum hukum syara’ 

melalui dalil dalil yang upaya pemerolehannya didasarkan pada metode 

tertentu. Berdasarkan asal kata tersebut maka konteks ijtihad ditujukan 

pada permasalahan yang sulit, bukan permasalahan yang mudah 

ataupun ringan.19 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ibn 

Husayn Ibn Hasan Al-Jizani bahwa ijtihad merupakan pemikiran yang 

dikerahkan guna menentukan hukum syari’at yang kemudian 

mengandung beberapa ketentuan dalam prosesnya,yaitu: 

1) Ijtihad merupakan kegiatan yang mengkaji dalil dalil yang lebih 

umum dari pada qiyas yang hanya menyamakan far’ dan aṣl, namun 

ijtihad mencakup qiyas dan lain sebagainya. 

2) Ijtihad dilakukan oleh orang yang mengetahui dalil dan mengerti tata 

cara istinbath al-hukum yang kemudian disebut mujtahid. 

3) Ijtihad merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu yang 

belum ada hukumnya dan kemudian menghasilkan hukum yang 

bersifat ẓanni.  

b. Dasar Ijtihad 

 Ijtihad memiliki landasan pada Al-Qur’an dan Sunnah yaitu pada 

firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 105 yang mengandung 

pengakuasn eksistensi ijtihad melalui qiyas, ayat tersebut berberbunyi : 

                                                             
 19Heri Fadli Wahyudi dkk, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan 

Aplikasinya dalam Fatwa” Jurnal Studi Islam 13, no. 2, (2018): 122-123  
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لَا  ۚ وَ  ُ ه َّ ل ل اكَ ا َرَ أ ا  مَ ِ ب اسِ  نَّ نَ ال يْ َ ب مَ  كُ َحْ ت لِ  ِ ق  حَ لْ ا ِ ب َابَ  ت كِ لْ كَ ا يْ َ ل ِ إ ا  َ ن لْ زَ نْ َ أ ا  َّ ن ِ إ

ا يمً صِ ينَ خَ نِ ِ ئ ا خَ لْ لِ نْ  َكُ ت  

 Artinya : ”Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu 

dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara 

manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan 

janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), 

karena (membela) orang-orang yang khianat.”20 

Adapun dasar Ijtihad dalam hadist yaitu sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW yang berbunyi :  

ا أرََادَ أنَْ يبَْعثََ مُعَاذاً إِلىَ الْيَمَنِ قاَلَ " كَيْفَ تقَْضِي  أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّ

إذِاَ عَرَضَ لكََ قضََاءٌ " . قَالَ أقَْضِي بِكِتاَبِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تجَِدْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ " . قَالَ 

فَبِ سُنَّةِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تجَِدْ فِي سنَُّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله 

عليه وسلم وَلاَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ " . قَالَ أجَْتهَِدُ رَأيْيِ وَلاَ آلوُ . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 

 عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسوُلِ اللَّهِ لِمَا يرُْضِي رَسُولَ اللَّهِ " 

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat mengutusnya 

(Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana 

kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz 

menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, 

lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz 

menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul 

                                                             
 20Tim Penerjemah Al-Quran UIII. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan 

kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 167. 
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bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz 

menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan 

nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji 

bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridlai 

Allah terhadap Rasul-Nya.”21 

c. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

 Upaya penetapan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia 

dalam memperoleh fatwa melalui metode ijtihad yaitu dengan 

menggunakan 3 teknik pendekatan. Pertama, pendekatan nash Qath’i 

atau bayani yang merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada al-

Qur’an dan as-Sunnah dalam pemecahan pokok permasalahannya. 

Kedua, Pendekatan Qauli yang merupakan pendekatan yang 

berpengang teguh pada pemikiran imam empat madzhab yang 

termaktub pada al-kutub al-mu’tabarah dalam pemecahan pokok 

permasalahannya. Ketiga, Pendekatan Manhaji yang cukup popular di 

Indonesia, pendekatan ini adalah salah satu cara penyelesaian 

permasalahan hukum berdasarkan jalan pikiran maupun kaidah yang 

digagas oleh imam madzhab.22 

3. Maqāṣid Asy-Syarī’ah 

Maqāṣid asy-syarī’ah berasal dari dua kata yaitu maqāṣid dan asy-

syarī’ah, maqāṣid memiliki arti maksud atau tujuan, sedangkan asy-syarī’ah 

                                                             
 21Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t.th), 186. 

 22Ibid,. hal 126-129 



33 
 

memiliki arti hukum hukum yang diciptakan oleh Allah bagi manusia yang 

wajib diikuti agar menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi 

manusia.23 Berbagai pembahasan mengenai maqāṣid asy-syarī’ah ini telah 

banyak dikemukakan oleh tokoh maupun ulama ulama terdahulu salah 

satunya yaitu Jasser Auda yang merupakan seorang direktur pada pusat 

penelitian al-Maqasid in the Philosophy of Islamic Law (Markaz Dirasat 

Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah), Al-Furqan Foundation, London, U.K., 

sejak 2005; sebagai anggota “the International Institute of Advanced 

Systems Research”, Jasser Auda juga merupakan anggota Associate 

Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian 

kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah Anggota Pendiri 

persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota 

dewan akademik di Institute International Advenced System Reseach 

(IIAS) dan masih banyak jabatan ataupun penghargaan lainnya.24 

 Jasser Auda menggunakan maqāṣid asy-syarī’ah sebagai dasar filosofi 

pemikirannya dan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau 

analisisnya. Pemikirannya berbeda dengan pemikiran tokoh lain yang mana 

pada konteks maqāṣid asy-syarī’ah ini ia lebih mengedepankan konsep 

maslahah dengan menawarkan teori “human development” yang merupakan 

suatu teori guna  mereformasi maqāṣid asy-syarī’ah menjadi maqāṣid 

                                                             
 23Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam” Jurnal Sultan Agung 

44, no. 118, (2009): 118-119  

 24Mukhlishi, “Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak 

Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda” Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 1, no. 1, (2014): 

13  
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kontemporer yang meliputi: protection (penjagaan), preservation 

(pelestarian), development (pengembangan), human rights (hak hak asasi).25  

Guna mengaplikasikan teori tersebut agar mencapai tujuannya, jasser auda 

menggunakan enam fitur/sistem sebagai pisau analisisnya antara lain 

sebagai berikut : 

a. Sifat Kognisi (Cognitive nature)  

Sifat Kognisi merupakan watak dari pengetahuan hukum islam. 

Dalam arti bahwa hukum islam ditetapkan atas pengetahuan yang 

dimiliki oleh seorang ahli fikih terhadap teks ataupun naṣ yang 

menjadi sumber rujukannya guna membongkar validasi seluruh 

kognisi. Auda menekankan bahwa pemaknaan dan pemahaman 

terhadap berbagai bentuk teks harus dibedakan dengan benar. 

Seperti : 

1) Syariah yaitu wahyu yang berupa al-Qur’an dan as-Sunnah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai 

risalah dan tujuan yang harus direalisasikan dalam 

kehidupan masyarakat.  

2) fikih adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh 

ahlinya yang bersumber dari berbagai madżhab.  

3) Fatwa yang merupakan penerapan antara keduanya (syari’ah 

dan fikih) pada realitas kehidupan umat islam masa kini. 

                                                             
 25Nasfiyatul Luthfiyah, “Konsep Maqasid Al-Shari’ah dan Epistimologi Pemikiran Jasser 

Auda”, Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016  
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa produk hukum 

yang dihasilkan dari sebuah penalaran (ijtihad) dapat berubah ubah 

seiring berkembangnya zaman tergantung pada konteks 

permasalahannya.  

b. Keutuhan Integritas (Wholeness)  

Keutuhan Integritas adalah keterkaitan antar komponen komponen 

yang tersedia, fitur ini timbul disebabkan oleh faktor kecenderungan 

ahli hukum yang membatasi pola pikirnya, Jasser Auda berpendapat 

bahwa pola pikir yang tidak dibatasi atau bersifat bebas akan 

menghasilkan keterkaitan antar hubungan yang terjalin secara 

menyeluruh dan bersifat dinamis. Hal ini pula yang dapat memperluas 

maqāṣid asy-syarī’ah yang berdimensi individu menjadi maqāṣid asy-

syarī’ah yang berdimensi universal, sehingga dapat diterima dengan 

baik oleh khalayak umum dalam hal keadilan, kebebasan maupun 

persoalan lainnya. 

c. Kerterbukaan (openness) 

Keterbukaan merupakan suatu sistem yang perlu diterapkan dalam 

berbagai jenis kondisi guna mencapai suatu tujuan, kondisi tersebut 

merupakan suatu lingkungan yang mempengaruhi ketercapaian tujuan 

yang telah dicita-citakan, maka dari itu sistem keterbukaan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah sistem yang dapat berinterkasi dengan 

kondisi ataupun lingkungan eksternalnya. Penerapan sistem ini dinilai 

penting bagi kemaslahatan hukum islam guna mengakomodir metode 
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maupun mekanisme yang digunakan oleh ahli hukum (fikih) dalam 

menyikapi suatu permasalahan hukum islam yang kontemporer. 

d. Interrelasi Hierarki (Interrelated Hierarchy) 

Fitur ini merupakan fitur/sistem berstruktur hierarki yang saling 

berkaitan yang juga sering disebut dengan al-harakīriyyah al-

mu’tamadah tabaduliyyan atau interrelated hierarchy, sistem ini 

terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil dibawahnya yang juga 

menyimpan makna bahwa terdapat fungsi dan tujuan pada hubungan 

antar sub tersebut. Selain itu, Sistem hierarki ini mempunyai kelebihan 

yang mana dapat memperbaiki dua dimensi syari’ah, yaitu : 

1) Memperbaiki jangkauan pada maqashid yang kemudian dibagi 

menjadi 3 kategori : Pertama, maqāṣid al-‘āmmah yaitu 

maqashid umum yang mencakup seluruh maslahah dan 

bersifat universal seperti keadilan, kemudahan, toleransi dan 

lain sebagainya. Kedua, maqāṣid khāṣṣah yaitu maqasid 

khusus yang diterapkan pada persoalan tertentu. Ketiga, 

maqāṣid Juz'iyyah yaitu maqasid parsial yang menjadi inti 

pada suatu peristiwa hukum. 

2) Memperbaiki jangkauan pada orang yang diliputi maqashid. 

Fitur hierarki yang saling berkaitan ini memberikan dimensi 

sosial dan publik pada maqāṣid kontemporer sehingga dapat 

menjangkau seluruh umat manusia.  
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e. Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality) 

Hukum islam merupakan sebuah sistem yang memiliki 

berbagaidimensi yang mencakup bagian bagian pada sebuah sistem. 

Sistem ini lahir atas kritikan Jasser Auda atas pemikiran para pemikir 

hukum islam yang cenderung fokus pada satu faktor pada suatu kasus 

yang dikaji, seperti persoalan ta’arrud al-adillah pada aspek ibadah 

yang perlu dipertimbangkan dari sisi maqāṣid li taysir atau ta’arrud al-

adillah pada aspek hadist yang berhubungan dengan adat kebiasaan 

yang hendaknya dipandang dari sisi universality of law. Dapat diartikan 

bahwa para pemikir hukum islam dituntut untuk memiliki pola pikir 

yang multi-dimensional agar tidak terjadi pertentangan antar satu teks 

dengan yang lainnya. 

f. Tujuan (Porposefulness)  

Tujuan yang dimaksud dalam sistem ini yakni output yang 

dihasilkan dari jaringan sistem dalam situasi yang beragam. Maqāṣid 

asy-syarī’ah tidak bersifat monolitik namun dapat menyesuaikan 

berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu tujuan penetapan hukum 

islam harus berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat yang berada di 

sekitar kondisi tersebut.26 

4. Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan Relevansinya Dengan Kaidah Daf’u Aḍ-

Ḍarurah Wa Raf’u Al- Ḥaraj 

                                                             
 26Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam 

Hukum Islam)” Jurnal Al-Himayah 2, no. 1, (2018): 109-115  
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Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa maqāṣid asy-syarī’ah 

merupakan suatu hukum syara’ yang dimaksudkan guna mencapai 

kemaslahatan umat dengan cara menghilangkan mafsadah atau maḍarat 

setiap umat yang juga dapat membawa manfaat untuk setiap umat. 

Tercapainya tujuan tersebut tidak lain dibangun oleh dua prinsip kaidah 

yaitu دفع الضرر (menolak kerusakan) dan رفع الحرج (menghilangkan 

kesukaran), adapun beberapa cabang dari dua prinsip tersebut antara lain : 

 menolak mafsadah atau mudarat) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .1

didahulukan daripada mecari kemaslahatan atau manfaat) 

 ,Apabila terdapat kondisi yang sempit) اذا ضاق الأمر اتسع واذا اتسع الأمر ضاق .2

maka dapat menjadi leluasa dan apabila suatu kondisi luas maka dapat 

menyempit) 

 (kesulitan membawa kepada kemudahan) المشقة تجلب التيسير .3

 (bahwa kemudaratan harus dihilangkan) الضرر يزال .4

 tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh) لا ضرر و لا ضرار .5

memudaratkan orang lain) 

 (darurat membolehkan perbuatan yang dilarang) الضرورات تبيح المحظورات .6

 tindakan pemimpin (imam) kepada) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة .7

masyarakatnya wajib ditujukan untuk kemaslahatan) 

 perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah) الامر بالشيء امر بوسائله .8

untuk melaksanakan sarananya) 
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 perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu) مالا يتم الواجب إلا به فهو وجب .9

suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut 

hukumnya wajib)27 

                                                             
27 Muhammad Bakr Ismail, al-Qawaid al-Fiqhiyyah baina al-Ashalah wa at-Taujih (Dar 

al-Manan, t.t) 1997. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

 Adapun jenis penelitian penelitian ini termasuk jenis penelitian 

pustaka (library research), yaitu teknik penelitian yang objek kajiannya 

menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal online dan beberapa 

tulisan lain sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan 

membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa 

al-Qur’an, as-Sunnah, kitab maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian.1 

 Penelitian dalam tulisan ini juga merupakan jenis penelitian 

kualitatif yang mana menurut Meolong jenis penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dikaji oleh 

subyek penelitian seperti persepsi maupun tindakan dalam sajian bahasa 

mau kata. Meolong juga mengemukakan bahwa penelitian ini digunakan 

untuk menghasilkan data deskriptif pada pengkajian suatu masalah dengan 

karakteristik yang dimiliki jenis penelitian ini antara lain yaitu 

menggunakan latar ilmiah, menggunakan beberapa instrumen yang 

dilakukan melalui pengamatan maupun penelaahan dokumen.2 

                                                             
 1Milya Sari dkk, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan 

IPA” Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA 6, no. 1, (2020): 43-45  

 2Lexy J. Meolong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 

hal.6 
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 Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu meneliti bahan pustaka sebagai suatu 

penelitian hukum. pendekatan ini mengacu pada nilai nilai serta ketentuan 

ketentuan yang terdapat pada al-Qur’an dan as-Sunnah maupun pendukung 

lain yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini sehingga permasalahan 

pada penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh 

kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk 

ditampilkan dalam kajian ini.3 

1. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan 

dengan maqāṣid asy-syarī’ah dan fatwa MUI era pandemi covid-19. Sumber 

data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data 

primer dan data sekunder sebagai berikut: 

a. Data primer yaitu sumber asli yang memuat data tentang maqāṣid asy-

syarī’ah, dan  Fatwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan 

permasalahan era pandemi covid-19 antara lain : Fatwa No.14 Tahun 2020 

tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid-19, Fatwa No.17 

Tahun 2020 tentang pedoman shalat bagi tenaga kesehatan yang menangani 

pasien covid-19, Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan 

jenazah muslim yang terinfeksi covid-19, Fatwa No. 23 Tahun 2020 tentang 

                                                             
 3Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2010 ), hal. 107 
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pemanfaatan harta zakat,infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah 

covid-19, Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat jum’at 

dan jamaah untuk mencegah penularan covid-19, Fatwa No. 2 Tahun 2021 

tentang produk vaksin covid-19 dari sinovac life science Co. Ltd. China dan 

PT. Bio Farma, Fatwa No.14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan 

vaksin covid-19 produk astrazeneca. Data data tersebut diperoleh peneliti 

dari laman website resmi Majelis Ulama Indonesia (https://mui.or.id/)  

b. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang 

dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa 

dokumen dokumen, hasil hasil penelitian maupun laporan yang relevan 

dengan pembahasan yang akan dikaji peneliti sehingga dapat membantu 

penyelesaian penelitian ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yang mana 

sumber data tersebut merupakan sebuah pondasi dan bahan untuk 

mengembangkan instrumen penelitian.4 Teknik pengumpulan data yang 

pada penelitian ini yaitu mencari literatur yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang kemudian dianalisa oleh peneliti. 

3. Metode Analisis Data 

                                                             
 4Harnovinsah, “Metodologi Penelitian”, dikutip 

https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf  diakses 

pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 jam 15.01 WIB. 

https://mui.or.id/
https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf
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  Adapun metode dalam memperoleh data pada penelitian ini yaitu 

menggunakan metode content analysis (analisis konten). Analisis konten 

merupakan metode analisis pada penelitian yang digunakan dalam mengkaji 

isi suatu informasi yang termuat dalam media massa dan terdokumentasi 

dalam wujud teks maupun benda fisik.5 Pada prakteknya, metode analisis 

konten ini dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif maupun penelitian 

kualitatif, namun pada tulisan ini peneliti menggunakan jenis analisis isi 

kualitatif yang tidak hanya mampu memaknai pesan-pesan yang tampak 

saja dari media tersebut, namun juga mampu melihat kecenderungan isi 

media berdasarkan konteksnya (realitas sosial yang sedang terjadi pada 

dokumen atau teks yang diteliti). Adapun menurut Krippendorff penerapan 

metode pada penelitian ini dapat dilakukan melalui 6 tahapan yang antara 

lain:  

1. Unitizing (peng-unit-an) adalah usaha menghimpun data pada suatu 

penelitian yang mencakup teks, gambar, suara dan lain sebagainya untuk 

diobservasi lebih lanjut sesuai dengan pertanyaan penelitian. 

2. Sampling (pe-nyampling-an) merupakan penyederhanaan kategori 

menjadi beberapa unit yang didasarkan pada tema atau karakter yang 

sama. 

3. Recording/coding (perekaman/koding) yang berfungsi sebagai 

penjelas/uraian bagi pembaca atas situasi dan kondisi yang terjadi. 

                                                             
 5Gusti Yasser Arafat, “Membongkar Isi Pesan dan Media Massa dengan Content Analysis” 

Jurnal Al Hadharah 17, no. 33, (2018): 33-34  
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4. Reducing atau penyederhanaan data agar menjadi singkat, padat dan 

jelas. 

5. Abductively inferring (pengambilan kesimpulan) yaitu upaya analisis 

data dengan mencari makna dari tiap tiap kategori yang menghasilkan 

sebuah kesimpulan atas suatu pemaknaan, sebab akibat dan lain lain. 

6. Naratting (penarasian) adalah jawaban dari pertanyaaan penelitian yang 

diwujudkan melalui sebuah narasi informatif agar pembaca memahami 

hasil askhir tersebut.6 Keenam tahap tersebut merupakan skema yang 

telah dikemukakan oleh Krippendorff yang juga diimplementasikan 

pada penelitian ini. 

 

 

 

                                                             
6A.M.Irfan Taufan Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik 

(Penelitian Kualitatif)”, dikutip dari 

https://www.researchgate.net/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KO

NTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif  diakses pada hari Senin tanggal 

15 April 2013 jam 09.00 WIB. 

 

https://www.researchgate.net/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif
https://www.researchgate.net/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia 

Salah satu latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia yakni 

berawal dari peranan para ulama yang dinilai penting bagi kepentingan 

keagamaan maupun kepentingan politik mulai dari era kolonial belanda 

hingga era orde baru. Awalnya pemerintah Indonesia dan para ulama 

mengalami konflik pada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan arus 

politik, konflik tersebut muncul disebabkan oleh sikap sebagian pemerintah 

pada masa itu, seperti beberapa sikap pemerintah yang bermaksud 

mengendalikan umat islam dengan mendesak empat partai politik islam 

untuk menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri ke dalam satu 

partai yang disebut PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. 

Peristiwa selanjutnya yaitu tentang rancangan undang undang 

perkawinan yang diajukan oleh pemerintah yang mana menurut masyarakat  

islam isi dalam rancangan undang undang perkawinan tersebut akan banyak 

merugikan hukum islam karena bersifat sekuler. Meskipun begitu, pada 

akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan bersama pada saat kegiatan lokakarya 

nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia yang berisi bahwa 

pembentukan majelis sejenis harus diprakarsai pada tingkat daerah.  

Dalam hal ini presiden Soeharto juga memberi saran tentang 

perlunya membangun sebuah wadah guna menghimpun para ulama yang 
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mewakili masyarakat muslim, saran tersebut dikemukakan oleh presiden 

atas dua alasan. Pertama, keinginan pemerintah untuk menyatukan umat 

muslim. Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa ulama ulama islam 

berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa 

keikutsertaan para ulama.  

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga 

yang secara resmi didirikan tanggal 17 Rajab 1395 atau 26 Juli 1975 pada 

masa orde baru melalui Musyawarah Nasional Ulama yang dilaksanakan 

oleh wakil ulama dari berbagai provinsi di Indonesia. Berdirinya Majelis 

Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk ‘Piagam berdirinya Majelis Ulama 

Indonesia (MUI)”. Piagam tersebut disepakati dan ditandatangani oleh 51 

ulama yang ada di Indonesia yang antara lain yaitu 26 ketua Majelis Ulama 

Indonesia tingkat daerah dari seluruh provinsi di Indonesia, 10 ulama dari 

perwakilan organisasi masyarakat islam tingkat pusat yang terdiri dari 

organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, 

Syarikat Islam, Mathla’ul Anwar, Al Wasliyah, Al-Itthadiyah, Gabungan 

Usaha-USAHA Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI), Pusat 

Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) dan Dewan Masjid Indonesia 

(DMI). 4 ulama Dinas Rohaniyah Islam yang menjadi perwakilan dari 
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POLRI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan juga 11 

ulama undangan khusus (perorangan).1 

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 merupakan 

suatu keinginan dari masyarakat Indonesia khususnya umat beragama 

islam, masyarakat islam Indonesia merasa bahwa perlunya dibentuk sebuah 

Majelis Ulama Indonesia guna menghimpun serta menyatukan para ulama 

ulama dari berbagai penjuru Indonesia sebab menurut agama islam para 

ulama tersebut dijadikan sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW dalam 

berijtihad serta meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selain 

daripada itu pentingnya membentuk majelis tersebut yaitu guna 

memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional republik Indonesia 

sebagaimana tersebut pada visi yang disuarakan oleh Majelis Ulama 

Indonesia yang berbunyi “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi 

dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, 

aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam 

(‘izzu al-Islam Wa al-Muslimin) guna perwujudannya.  

Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia sangat penting 

yaitu sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan 

Islam yang penuh rahmat (rahmat li al-‘alamin) di tengah kehidupan umat 

manusia dan masyarakat Indonesia.” serta misi yang berbunyi 

                                                             
1Indra Nurfiati, Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Ketatanegaraan 

Indonesia Ditinjau Dari Perspektif  Fiqh Siyasah, Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2016 
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“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, 

sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam 

menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama 

sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud 

masyarakat yang khair al- ummah.”  

Visi dan misi tersebut tertuang dalam tugas komisi fatwa Majelis 

Ulama Indonesia yakni memusyawarahkan dan mengeluarkan fatwa terakit 

permasalahan permasalahan hukum islam yang dihadapi oleh masyarakat, 

fatwa tersebut dihasilkan dalam suatu persidangan yang diagendakan oleh 

komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan atas adanya 

kebutuhan atau adanya permintaan dari pemerintah, masyarakat, maupun 

lembaga lain. fatwa yang dihasilkan biasanya berupa penyataan yang 

diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun komisi fatwa sebagai 

upaya Majelis Ulama Indonesia dalam merespon persoalan yang ada di 

tengah umat saat ini, meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk 

pendapat hukum (legal opinion) yang tidak mengikat dan bukanlah aturan 

atau pendapat wajib yang harus diikuti oleh seluruh umat islam, namun 

fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menjadi salah satu jalan keluar pada 

persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.2 

                                                             
2Ahmad Afrizal, Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 001/Munas–Ix/Mui/2015 Tentang 

Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih 

Dan Sanitasi Bagi Masyarakat, Skripsi, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020 



49 
 

B. Era Covid-19 di Indonesia 

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari china dan dapat 

menular antar satu orang ke orang lain, virus ini muncul pada akhir tahun 

2019 dan menyebar hingga ke berbagai negara di dunia dengan beberapa 

gejala yaitu demam, batuk, hilangnya daya perasa, hilangnya daya 

penciuman (anosmia) dan yang paling berat adalah sesak napas.3 

Kemunculan virus covid-19 di Indonesia setidaknya memberikan dampak 

pada 3 aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek 

sosial khususnya dalam kehidupan keberagamaan.  

Dampak tersebut mengakibatkan transformasi besar pada kegiatan 

sehari hari masyarakat seperti pada pelaksanaan ibadah masyarakat islam 

dan lain lain yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa raga manusia. Tak 

hanya itu, demi mencapai tujuan keselamatan jiwa manusia dan demi 

memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah memberlakukan 

aturan aturan baru seperti sosial distancing, pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB), lock down dan kebijakan terkait protokol kesehatan yang 

kemudian menimbulkan pro kontra antar masyarakat. Sebagian besar 

masyarakat mematuhi aturan aturan tersebut namun tidak sedikit pula yang 

menolak serta enggan mematuhinya dengan alasan pemerintah membatasi 

ruang gerak masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dalam 

menyikapi hal tersebut pemerintah akhirnya bangkit dan merumuskan 

program New Normal sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap keadaan 

                                                             
3Matdio.Siahaan, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, Jurnal Kajian 

Ilmiah, Edisi Khusus No 1 (2020), 2 
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saat ini dan juga sebagai upaya dalam menuju tatanan kebiasaan hidup yang 

baru pada segala aspek kehidupan termasuk pada aspek ibadah masyarakat 

muslim.4 

C. Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī’ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

pada aspek ibadah 

Berbagai kebijakan yang diupayakan pemerintah guna 

menanggulangi penyebaran covid-19 tidak hanya berpengaruh pada aspek 

sosial-ekonomi saja namun juga berimbas pada aspek ritual keagamaan, 

salah satu upaya tersebut tercermin melalui fatwa yang dikeluarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia. Selama pandemi covid-19 mulai dari maret 2020 

hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa 

pada berbagai persoalan, beberapa diantaranya yaitu :  

1. Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaran  ibadah 

dalam situasi terjadi wabah covid-19  

2. Fatwa Nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman shalat bagi tenaga 

kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri saat merawat 

dan menangani pasien covid-19 

3. Fatwa Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan 

jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 

                                                             
4Try Bunga Firma, Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pendemi Di 

Kota Padang, Jurnal Al Adyan Journal Of Religious Studies 1, No. 2 (2020), 155 
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4. Fatwa Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, 

infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 serta 

dampaknya  

5. Fatwa Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat 

jum’at dan jamaah guna mencegah penularan wabah covid-19 

6. Fatwa Nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari 

sinovac life science co. Ltd. China dan PT. Bio farma (persero) 

7. Fatwa No.14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin 

covid-19 produk astrazeneca.5 

Penetapan berbagai fatwa tersebut tidak hanya berlandaskan pada al-

Qur’an dan as-Sunnah namun juga mengemukakan argumentasi kaidah 

fikih dan juga pendapat para ulama yang ditujukan untuk kemaslahat umat 

dengan mempertimbangkan tujuan syari’at atau biasa disebut maqāṣid asy-

syarī’ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa 

maqāṣid asy-syarī’ah merupakan suatu syari’at yang bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat melalui aturan aturan dan pemanfaatan 

sarana yang tersedia.6 adanya tujuan tersebut secara otomatis 

mengakibatkan perubahan hukum serta tata cara beribadah di masa pandemi 

covid-19 sebagaimana ungkapan dari Ibn Al Qayyim al Jauziyah yakni : 

                                                             
5dikutip dari https://mui.or.id/ diakses pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 13.00 WIB 
6Mahi M. Hikmat. Dkk. Implementasi Maqasid Syari’ah dalam Ikhtiar Memutus Mata 

Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia, Jurnal Uin Sunan Gunung Jati, (2020), 2 

https://mui.or.id/
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تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد   

“Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, 

niat dan keadaan”7 

Adapun beberapa perubahan yang telah disahkan dan difatwakan oleh 

majelis ulama indonesia yang antara lain : 

1. Aturan shalat jum’at  

a. Shalat jum’at yang diganti shalat dzuhur di rumah 

Pada hakikatnya shalat jum’at merupakan shalat yang wajib 

dilakukan secara berjamaah oleh umat muslim laki-laki yang telah 

baligh, berakal, sehat serta mukim di suatu daerah. Namun kebijakan 

Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam fatwa nomor 14 tahun 

2020 secara ringkas menetapkan bahwa terdapat dua hukum pada 

pelaksanaan shalat jum’at bagi umat muslim.  

Pertama, bagi daerah yang masih terkendali serta potensi 

penularannya rendah maka diwajibkan menyelenggarakan shalat 

jum’at secara berjamaah dengan memperhatikan dan mematuhi 

protokol kesehatan yang berlaku.  

Kedua, tidak diperbolehkannya mengadakan sholat jum’at bagi 

daerah yang masih tidak terkendali dan dapat mengancam 

keselamatan jiwa sampai keadaan menjadi normal kembali, dalam 

                                                             
7Muhamad Kumaidi. Dkk. Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam 

Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi, Jurnal Hukum Ekonomi 

Syari’ah 12, No. 01 (2020), 67 
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kata lain mubah bagi orang yang berada dalam suatu wilayah dengan 

potensi penularan virus yang tinggi untuk meninggalkan shalat 

jum’at dan menggantinya dengan sholat dzuhur di tempat kediaman 

masing-masing sebab shalat jum’at merupakan ibadah wajib yang 

melibatkan banyak orang sehingga berpotensi menularkan virus 

covid-19.8   

Pada mulanya kebijakan pada pelaksanaan sholat tersebut 

menuai pro kontra antar ulama, beberapa ulama menentang 

kebijakan tersebut karena pada saat itu per-bulan april 2020 

penyebaran virus covid-19 masih terkendali dan belum termasuk 

wabah, seperti pernyataan gus najih bahwa dapat disebut wabah 

yaitu ketika angka kematian pada saat itu telah mencapai ribuan, 

sedangkan angka kematian saat itu masih ada pada angka ratusan 

sehingga dinilai belum memenuhi kriteria rukhṣah atau keringanan. 

Maka dari itu Istinbat yang digunakan ulama dalam 

menetapkan kebijakan tersebut merujuk pada salah satu kaidah fikih 

yaitu درء المفاسد مقدم على جلب المصالح yakni menolak mafsadah atau 

mudarat didahulukan daripada mecari kemaslahatan atau manfaat, 

kaidah ini mengasumsikan bahwa akan timbul bahaya sebab 

pelaksanaan shalat jum’at melalui penularan virus dari satu orang ke 

orang lain sebab mafsadah dimaksud dalam persoalan ini yaitu 

bukan terdapat pada shalat jum’at-nya namun terdapat pada 

                                                             
8Ibid.,71 
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kehadiran muslim yang melaksanakan shalat jum’at bersama dan 

apabila mafsadah tidak dicegah dan semakin melebar tentunya 

maqāṣid asy-syarī’ah tidak dapat tercapai.9 

a. Shalat jum’at berbilang (ta’addud al jumu’ah) dan model shift 

Social distancing merupakan salah satu upaya pencegahan 

penyebaran virus covid-19 yang juga diterapkan pada tata letak shaf 

pelaksanaan shalat jum’at, penerapan tersebut berakibat pada 

persoalan terbatasnya daya tampung suatu masjid sehingga 

membutuhkan jalan keluar salah satunya dengan mengadakan shalat 

jum’at berbilang (ta’addud al jumu’ah).  

Pada dasarnya pelaksanaan shalat jum’at yang dilaksanakan 

menjadi dua gelombang atau berbilang tidak diperbolehkan oleh 

jumhur ulama sama seperti kebijakan yang telah ditetapkan pada 

fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000, isi dari fatwa tersebut 

menegaskan bahwa pelaksanaan shalat jum’at yang lebih dari satu 

kali pada tempat yang sama namun berbeda waktunya hukumnya 

adalah tidak sah dengan alasan apapun termasuk alasan udzur syar’i 

dan apabila seseorang sedang tidak dapat menunaikan sholat jum’at 

sebab udzur syar’i maka wajib menunaikan shalat dzuhur 

sebagaimana mestinya.10  

                                                             
9Fisher Zulkarnain. Dkk. Kebijakan Fatwa Mui Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa 

Darurat Covid-19, Jurnal Uin Sunan Gunung Jati, (2020), 4-5 
10Ibid., 74.  
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Melihat situasi dan kondisi saat ini Majelis Ulama Indonesia 

merespon persoalan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang 

tertampung pada fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 yang 

memperbolehkan shalat jum’at berbilang (ta’addud al jumu’ah) di 

tempat lain seperti gedung, stadion, musholla dan lain lain apabila 

jamaah tidak dapat tertampung, kemudian jika dalam masjid dan 

tempat lain masih tidak tertampung juga maka terdapat dua 

perbedaan pendapat sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan shalat 

jum’at dapat dilaksanakan dengan model shift dan hukumnya sah. 

Kedua, shalat jum’at diganti dengan pelaksanaan shalat dzuhur 

secara sendiri maupun berjamaah sehingga shalat jum’at dengan 

model shift menjadi tidak sah.  

Kedua perbedaan pendapat tersebut dapat digunakan dengan 

mempertimbangkan kondisi serta kemasalahatan masing masing 

daerah. Salah satu kaidah yang dapat menjadi rujukan persoalan di 

atas pendapat imam al Nawawi dalam kitab al majmu’ : 

 والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع 

“Yang shahih dalam madzhab Syafii adalah bolehnya mengadakan 

shalat Jum’at pada dua lokasi atau lebih tergantung hajah dan 

tingkat kesulitan”11 

2. Aturan shalat jamaah 

a. Shalat dengan masker  

                                                             
11Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020  
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Memakai penutup ketika shalat tidak dianjurkan bagi muslim 

laki laki maupun perempuan, hukumnya adalah makruh berdasarkan 

hadist riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi :  

لَاةِ ”عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:  جُلُ فَاهُ فيِ الصَّ يَ الرَّ نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يغُطَ ِ  

“Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika 

shalat“12  

Ditegaskan pula oleh Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu’ yaitu :  

ويكره أن يصلي الرجل متلثما أي مغطيا فاه بيده أو غيرها... وهذه كراهة تنزيه ال تمنع 

 صحة الصَلة

"Makruh seseorang melakukan shalat dengan talatsum, artinya 

menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di 

sini adalah makruh tanzih (tidak haram) sehingga tidak 

menghalangi keabsahan shalat"13  

  Namun sebagai antisipasi agar tidak tertular virus covid-19 maka 

penggunaan penutup mulut atau masker saat shalat diperbolehkan 

pada kondisi saat ini. 

b. Shalat dengan merenggangkan ṣaf  

Merapatkan ṣaf merupakan suatu kesunnahan dalam shalat, 

bahkan ada juga sebagian ulama yang mewajibkan untuk 

menyambung serta merapatkan barisan ṣaf shalat maupun jarak 

                                                             
12Ibnu Majah, Sunan Ibnu majah, (Kairo :Dar Ihya Kutub Al-Arabiyyah, 4112 M), jilid 1,  

310. 
13Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab, (Beirut : Dar AlFikr,2011 M ), jilid 

3, 17 
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antar depan dan belakang ṣaf shalat. Namun pada kondisi saat ini 

merenggangkan ṣaf antara satu orang dengan yang lainnya 

hukumnya diperbolehkan sesuai dengan kebijakan yang termaktub 

fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020, hukum shalat dengan 

perenggangan ṣaf tersebut dinilai tetap sah shalatnya dan tetap 

mendapat keutamaan jamaah karena kondisi yang dihadapi saat ini 

merupakan hajat syar’iyyah.14 

Kedua aturan pada shalat jamaah tersebut ditetapkan 

berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi : 

  اذا ضاق الأمر اتسع واذا اتسع الأمر ضاق

“ Apabila terdapat kondisi yang sempit, maka dapat menjadi leluasa 

dan apabila suatu kondisi luas maka dapat menyempit”15 

Maksud dari kaidah di atas yaitu jika terdapat suatu kondisi yang 

menyulitkan seseorang dalam menerapkan hukum asalnya maka 

penerapan tersebut dapat diluaskan atau diringankan, sebaliknya jika 

hal yang menyulitkan tersebut telah hilang maka wajib kembali pada 

hukum asalnya. Sama halnya dengan wabah covid-19 yang ketika 

menular sangat menyulitkan diri sendiri maupun orang lain, maka 

dalam hal sholat jamaah dianjurkan untuk merenggangkan ṣaf 

                                                             
14Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020  
15 Ibid, 72. 
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ataupun memakai masker guna mengantisipasi penularan virus 

covid-19.16 

3. Pelaksanaan shalat tenaga medis dengan memakai APD lengkap 

Sebagaimana yang terjadi saat ini bahwa virus covid-19 dapat 

menyebar melalui percikan kecil yang dikeluarkan melalui mulut saat 

batuk ataupun melalui hidung saat bersin sehingga seluruh tenaga medis 

yang menangani pasien diharuskan untuk memakai alat pelindung diri 

(APD) yang telah disediakan, alat pelindung diri tersebut dipakai dalam 

jangka waktu panjang selama menangani pasien, hal tersebut 

mengakibatkan para tenaga medis muslim tidak dapat berwudhu, 

tayamum maupun menunaikan ibadah sholat secara tepat waktu.  

Atas dasar persoalan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia 

mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun 2020 yang berisi tentang pedoman 

kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri 

(APD) saat merawat dan menangani pasien covid-19 yang di dalamnya 

terdapat beberapa poin diantaranya yaitu :  

tenaga medis muslim yang mendapat tugas dalam menangani pasien 

covid-19 tetap wajib menunaikan shalat fardu dengan berbagai kondisi 

yang sesuai dengan kemampuannya, saat tenaga medis muslim berada 

pada kondisi ketika jam kerjanya telah usai atau sebelum masuk waktu 

                                                             
16Subhan Shodiq, Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih; 

Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan, Jurnal Al-Adalah : 

Jurnal Hukum Dan Politik Islam 3, No. 2 (2020), 67 
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kerja masih mendapati waktu shalat, maka sholat fardu tersebut wajib 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

            Apabila para tenaga medis muslim memiliki waktu kerja 

sebelum masuk waktu shalat dzuhur dan berakhir di waktu ashar atau 

sebelum masuk maghrib dan berakhir di waktu isya’ maka tenaga medis 

yang menggunakan APD tersebut diperbolehkan menunaikan sholat 

dengan jama’ ta’khir. Begitu pula ketika berada pada kondisi 

sebaliknya, yaitu apabila jam kerjanya dimulai pada waktu dzuhur atau 

maghrib dan diperkirakan tidak dapat menunaikan shalat ashar maupun 

isya’ maka diperbolehkan melaksanakan shalat dengan jama’ taqdim. 

           Tenaga medis muslim yang jam kerjanya ada pada rentang waktu 

shalat dan tenaga medis tersebut masih mempunyai wudhu maka 

diperbolehkan menunaikan shalat mengenakan APD yang dikenakan, 

namun jika berada dalam kondisi sulit melakukan wudhu maka 

diperbolehkan bertayamum agar tetap dapat menunaikan kewajiban 

shalat dan jika tenaga medis ada dalam kondisi ber-hadast yang tidak 

memungkinkan untuk bersuci dengan cara berwudhu maupun tayamum 

maka tenaga medis tersebut wajib melaksanakan sholat sesuai dengan 

keadaan yang ada (faqid at-tahurain) dan tidak wajib mengulangi 

shalatnya (i’adah assholah). 

              Apabila kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak 

memungkinkan untuk disucikan atau dilepas maka tenaga medis 

tersebut diperbolehkan menunaikan shalat dalam keadaan tidak suci dan 
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tetap harus mengulangi shalat fardu tersebut ketika telah selesai 

bertugas. Beberapa poin tersebut merupakan kebijakan fatwa Majelis 

Ulama Indonesia merupakan sebuah rukhsah yang didasarkan pada 

kaidah fikih المشقة تجلب التيسير yang artinya kesulitan membawa kepada 

kemudahan, masyaqqoh pada konteks ini memiliki arti bahwa keadaan 

yang dihadapi saat ini dilakukan bukan sebab lalai ataupun abai, namun 

sebab kondisi yang tidak memungkinankan untuk melepas APD, 

bertayammum dan berwudhu demi kemaslahatan bersama.     

            Kondisi ini juga dikategorikan dalam faqid at-tahurain yang 

menurut ahli fikih memiliki dua makna yaitu: Pertama, orang yang 

mengetahui keberadaan alat untuk bersuci (air dan debu suci) namun 

tidak dapat menggunakannya karena suatu uzur. Kedua, orang yang 

dapat menggunakan alat bersuci namun tidak terdapat media atau alat 

bersuci tersebut (air dan debu suci).17 

4. Pengurusan Jenazah (Tajhīz Al-Janāiz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-

19  

Tiap muslim yang wafat sebab terinfeksi covid-19 masih memiliki 

kemungkinan menularkan virus terhadap orang yang melakukan kontak 

langsung dengan jenazah tersebut sebab virus tersebut masih berada di 

dalam tubuhnya, sehingga proses ataupun tata cara pengurusan 

jenazahnya tentulah berbeda dengan proses pengurusan jenazah pada 

                                                             
17Camelia Rizka Maulida Syukur, Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat 

Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19, Jurnal Al-Qānūn Pemikiran dan Pembaharuan 

Hukum Islam 22, No. 02 (2019), 265-267 
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umumnya guna mempertimbangkan keselamatan jiwa dan raga. Oleh 

sebab itu Majelis Ulama Indonesia menjawab persoalan pengurusan 

jenazah ini dengan mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang 

pedoman pengurusan jenazah yang digunakan sebagai acuan dalam 

mengurus jenazah muslim yang terinfeksi covid-19. 

Adapun tata cara pengurusan jenazah covid-19 tersebut meliputi 

beberapa proses yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, 

menyalati jenazah serta memakamkan jenazah.  

Pertama, jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaian dan harus 

dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan jenazah, 

apabila tidak terdapat petugas yang berkelamin sama maka boleh 

dilakukan oleh petugas seadanya dengan syarat jenazah tetap memakai 

pakaian saat dimandikan, jika tidak maka boleh ditayammumkan, 

Petugas juga berkewajiban membersihkan najis yang ada pada jenazah 

sebelum memandikannya. Jenazah boleh ditayamumkan apabila 

memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, tata caranya ialah 

mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan (minimal sampai 

pergelangan) dengan tetap menggunakan APD. Namun jika 

memandikan atau menayamumkan jenazah dinilai membahayakan 

petugas maka jenazah boleh tidak dimandikan atau dimandikan sebab 

ḍarurat syar’iyyah.  

Kedua, proses pengafanan jenazah ditutup ke seluruh tubuh 

menggunakan kain dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong 
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jenazah yang tidak dapat tembus udara atau air dan diposisikan miring 

ke kanan agar dapat menghadap kiblat saat dimakamkan.  

Ketiga, proses penyalatan jenazah di tempat yang aman dari penularan 

virus covid-19 dan disholatkan oleh minimal satu orang secara 

langsung, apabila tidak memungkinkan disholatkan pada saat itu juga, 

sholat jenazah boleh dilakukan pada saat sebelum ataupun sesudah 

jenazah dimakamkan, apabila masih tidak memungkinkan maka boleh 

disholatkan sePEcara gaib.  

Keempat, proses yang terakhir ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan 

medis maupun syari’ah yang mana jenazah tersebut dimasukkan ke 

dalam liang lahat bersama peti tanpa harus membuka plastik dan lain 

lainnya, selain itu dalam persoalan jenazah covid-19 ini juga 

diperbolehkan mengubur beberapa jenazah pada satu liang disebabkan 

oleh keadaan yang darurat.18  

           Aturan pada proses proses tersebut ditetapkan atas dasar kaidah 

fikih الضرر يزال secara umum bemakna bahwa kemudaratan harus 

dihilangkan, seperti ketika memandikan jenazah yang terpapar covid-19 

namun tanpa membuka pakaian jenazah tersebut sehingga mengandung 

mudarat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yaitu 

terpapar virus tersebut yang jelas mengganggu berjalannya maqāṣid asy-

syarī’ah.19 kaidah selanjutnya yaitu kaidah الضرورات تبيح المحظورات yang 

                                                             
18Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 tahun 2020 
19Abdurrahim, Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan 

Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, Skripsi, Jambi : Uin Sulthan Thaha 

Saifuddin, 2021 
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artinya darurat membolehkan perbuatan yang dilarang. Kaidah tersebut 

terimplementasikan dalam hukum mubah mengubur dua atau lebih 

jenazah covid-19 pada satu liang kubur yang pada dasarnya tidak 

diperbolehkan tanpa adanya alasan atau keadaan syar’i.20 

5. Pendistribusian zakat, infak dan shadaqah era covid-19 

Menurunnya tingkat perekomomian masyarakat pada sektor riil 

maupun sektor keuangan merupakan salah satu dampak yang 

ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19, dampak tersebut juga 

mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi serba sulit dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.21 Kondisi yang semakin 

menurun tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengupayakan 

penanggulangan perekonomian Indonesia, upaya tersebut mulanya 

ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Edaran Nomor 8 tahun 2020 

tanggal 9 April 2020 tentang pendistribusian zakat serta optimalisasi 

wakaf sebagai jaring pengaman sosial pada kondisi Covid-19 yang 

kemudian direspon oleh Majelis Ulama Indonesia pada fatwa MUI 

Nomor 23 Tahun 2020.22  

Pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat 

merupakan sebuat ikhtiar dalam menanggulangi wabah covid-19, 

                                                             
20Ayyub Subandi, Fatwa Mui Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi 

Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i, Jurnal Bustanul Fuqaha 1, No. 2 (2020), 248 
21Bidah Sariyati, Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan 

Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia), Tesis, 

Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020, 37 
22Jureid, Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari 

Maqashid Syariah, Jurnal At-Tijarah 3, No. 1 (2021), 26-27 
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penditsribusian tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu 

pendistribusian kepada mustahik secara langsung dan pendistribusian 

yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dengan memperhatikan 

masing masing ketentuan. Pada pendistribusian mustahiq penerima 

harus berasal dari golongan asnaf zakat yaitu muslim yang fakir, miskin, 

amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah 

dan boleh terwujud dalam bentuk makanan pokok, uang tunai, modal 

kerja, kebutuhan pengobatan dan kebutuhan mustahiq lainnya. 

Sedangkan pada pendistribusian kemaslahatan umum, penerima harus 

berasal dari golongan (asnaf) fi sabilillah dan terwujud sebagai layanan 

umum atau pengelolaan aset seperti disinfektan, alat pelindung diri dan 

lain lainnya.  

Selain itu ketentuan zakat mal juga dapat disalurkan lebih cepat 

(ta’jil az-zakah) jika telah mencapai nisab tanpa harus menunggu satu 

tahun penuh begitu pula dengan zakat fitrah yang boleh ditunaikan 

mulai dari awal ramadhan.23 Dikeluarkannya kebijakan tentang 

pengeluaran zakat adalah solusi tepat bagi perkembangan perekonomian 

negara indonesia, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang digunakan 

sebagai salah satu landasan fatwa ini yaitu  تصرف الإمام على الرعية منوط

 yang berarti tindakan pemimpin (imam) kepada masyarakatnya بالمصلحة

wajib ditujukan untuk kemaslahatan. Artinya bahwa segala bentuk 

tindakan dari pemimpin hanya akan sah jika didasari oleh kemaslahatan 

                                                             
23Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020  
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dan apabila tindakan tersebut tidak didasari oleh tujuan kemaslahatan 

bersama maka menjadi batal secara syara’, seperti keputusan terkait bab 

zakat di atas yang dinilai oleh pemerintah berpengaruh kehidupan 

masyarakat sehari-hari dan juga dapat membantu perkembangan 

perekonomian Negara Indonesia.24 

D. Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī’ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

pada aspek kesehatan 

1. Vaksinasi  

          Vaksinasi merupakan sebuah upaya membentuk kekebalan seseorang 

secara aktif dengan pemberian zat antigen yang dapat menghasilkan antibodi 

sebagai bentuk perlawanan terhadap virus sehingga tubuh menjadi kebal saat 

virus atau penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh, zat antigen tersebut. 

Dalam menyikapi penyebaran virus covid-19 yang semakin meluas, 

Pemerintah Indonesia mencanangkan program vaksinasi yang ditujukan 

kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai solusi terbaik dalam mengatasi 

pandemi. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/12758/2020 pemerintah menetapkan jenis jenis vaksin 

yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di indonesia yang antara 

lain : produk vaksin yang diproduksi oleh T Bio Farma (Persero), Oxford–

AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation 

                                                             
24Ibid., 124. 
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(Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. & BioNTech, dan Sinovac 

Life Sciences Co., Ltd.,.25  

         Disaat bersamaan program vaksinasi tersebut menimbulkan pertanyaan 

bagi masyarakat tentang hukum produk vaksin tersebut apakah produk 

vaksin tersebut halal atau haram menurut hukum islam dan apakah produk 

vaksin tersebut bebas dari kandungan babi atau tidak. Maka Majelis Ulama 

Indonesia sebagai lembaga islam yang dianut oleh masyarakat islam 

indonesia merespon pertanyaan tersebut dengan mengeluarkan fatwa nomor 

02 Tahun 2021 yang menetapakan bahwa hukum dari vaksin sinovac adalah 

halal dan suci dan boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya 

menurut ahli yang kredibel dan kompeten, penetapan hukum tersebut 

dilandaskan pada proses pembuatan vaksin tersebut yaitu:  

Pertama, Menggunakan alat produksi yang suci dan khusus digunakan untuk 

produk vaksin Covid-19, tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar 

babi dan turunannya dan juga tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh 

manusia.  

Kedua, Proses pengembangbiakan virus untuk vaksin Covid-19 tersebut 

dilakukan dari sel ginjal kera hijau Afrika.  

Ketiga, pakan yang digunakan dalam pengembangbiakannya adalah jenis 

plasma yang tidak dikategorikan najis sebab bukan jenis darah. Namun, 

terdapat unsur najis dalam proses pengembangbiakkannya, yaitu sel ginjal 

                                                             
25Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pengendalian Covid-19 Dengan 3m, 3t, Vaksinasi, 

Disiplin, Kompak, Dan Konsisten, (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 20201), 7. 
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kera hijau Afrika yang selanjutnya dibersihkan dengan air murni (water for 

injection) sebanyak 1.076 liter guna membersihkan najis tersebut. 

Berdasarkan proses diatas, komisi fatwa dan LPPOM MUI mementapkan 

dan menyimpulkan vaksin ini halal dan suci.26  

             Berbeda dengan vaksin yang pertama, vaksin jenis kedua yang 

disebut astrazeneca ini dihukumi haram sebab tahapan dan produksinya 

memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi, yang mana babi merupakan 

hewan yang haram untuk dimakan oleh umat islam. namun berdasarkan 

kebijakan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, MUI 

menyatakan bahwa diperbolehkannya penggunaan jenis vaksin kedua ini 

atas berberapa syarat yang antara lain :  

Pertama, atas dasar kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Kedua, 

terdapat keterangan yang valid atas bahaya yang ditimbulkan apabila tidak 

segera dilakukan vaksinasi. Ketiga, ketersediaan jenis vaksin yang halal dan 

suci seperti sinovac tidak memadahi penanggulangan covid-19. Keempat, 

terdapat jaminan kesehatan dan keamaan dari pemerintah. Kelima, 

keterbatasan pemerintah dalam memilih jenis vaksian yang tersedia dari 

beberapa negara.27 

Selain itu pertimbangan utama MUI dalam menetapkan hukum 

vaksin tersebut juga berdasarkan al-Qur’an QS. Al Baqarah ayat 173 dan 

QS. Al Maidah ayat 3 dan beberapa hadist yang menegaskan tentang 

                                                             
26Farhat Abdullah, Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community 

Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam, Jurnal Tadzhib Al-Akhlaq 

Pendidikan Islam 4, No. 1 (2021), 15-16 
27 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 
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perintah berobat dalam keadaan tertimpa suatu penyakit, salah satunya 

berbunyi “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat 

bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda 

yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).” Hadist tersebut 

mengandung makna perintah sama halnya dengan kaidah fikih   ِالأمَْرُ  بِالشَّيْء

 yang berarti perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk ,أمَْرٌ  بوَِسَائلِهِِ 

melaksanakan sarananya. Maka dari itu, vaksin covid-19 dapat dimaknai 

sebagai sarana (waṣilah) yang digunakan dalam mewujudkan perintah 

pengobatan dalam ‘melindungi diri dan jiwa yang selaras dengan maqāṣid 

asy-syarī’ah.  

Kaidah lain yang menguatkan pendapat hukum vaksin covid-19 juga 

terdapat pada kaidah  ٌمَا لاَ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلِاَّ بِهِ فهَُوَ وَجِب yang berarti perbuatan yang 

hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka 

perbuatan tersebut hukumnya wajib, secara jelas dapat disimpulkan bahwa 

vaksinasi wajib dilaksanakan sebagai penyempurna suatu perintah.28 

E. Analisis Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda terhadap 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa konsep maqāṣid asy-syarī’ah 

Jasser Auda lebih mengedepankan konsep maslahah guna mereformasi 

maqāṣid asy-syarī’ah menjadi maqāṣid kontemporer yang tidak hanya 

terbatas pada ad-ḍaru’riyyat al-khams namun lebih dari pada itu, maqāṣid 

                                                             
28Ibnu Radwan Siddik Turnip, Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa 

Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli 

Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah), Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam Dan Pranata Sosial 

Islam 9, No. 1 (2021), 72 
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asy-syarī’ah juga fokus pada ijtihad yang harus ditetapkan berdasar kadar 

kebermaksudannya dalam mencari kemaslahatan bersama.29 Oleh karena 

itu, Jasser Auda menggunakan enam sistem yang digunakan pada 

pemecahan suatu persoalan yang beberapa diantaranya dapat diterapkan 

dalam menganalisis permasalahan masing masing aspek sebagaimana 

berikut : 

1. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda terhadap aspek ibadah Shalat 

Jum’at dan Shalat Jamaah  

Shalat Jum’at pada dasarnya memiliki hukum wajib bagi seluruh 

muslim laki laki, hukum tersebut telah disepakati oleh para ahli fikih sebab 

kewajiban tersebut telah diperintahkan pada surah al jumu’ah ayat 9 yang 

artinya: “Hai orang orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah 

shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu baik bagimu jika kamu 

mengetahui.”30 Berbeda dengan ayat tersebut, Majelis Ulama Indonesia 

menegaskan pada fatwanya yakni fatwa nomor 14 tahun 2020 dalam situasi 

darurat ini pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat 

mengurangi penyebaran rantai covid-19.  

Wujud dari kebijakan tersebut dengan menyerukan kepada 

masyarakat untuk mengganti sholat jum’at dengan sholat dzuhur bagi 

                                                             
29 Silviatuas Sholikha, Analisis maqashid asy-syari’ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi 

Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), 

Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, 72 
30 Tim Penerjemah Al-Quran UIII. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan 

kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 1007. 
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masyarakat yang ada di wilayah zona merah demi mengingat keselamatan 

jiwa setiap manusia. Namun secara otomatis dapat diartikan bahwa 

kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan nas al-Qur’an sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya, sehingga dalam ijtihadnya MUI 

mengemukakan pendapat dari ulama terdahulu yang dapat mendukung 

aturan pemerintah tersebut, seperti pendapat imam al-Nawawi dalam kitab 

al-Majmu’ juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat jum’at : 

“Tidak wajib shalat Jum’at bagi orang sakit, meskipun shalat jum’atnya 

orang kampung tidak sah karena jumlah jama’ahnya kurang karena 

ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-

bandanijy berkata: “andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat 

jum’at maka lebih utama”.  

Imam-imam madzhab Syafi’i berpendapat: “bahwa sakit yang 

menggugurkan kewajiban shalat jum’at adalah sakitnya orang yang 

mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum’at”. 

Imam al-Mutawalli berkata: “Orang yang terkena diare berat juga tidak 

wajib shalat jum’at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka 

haramnya baginya shalat berjama’ah di masjid, karena akan menyebabkan 

masjid menjadi najis”. Imam al-Haramain berkata: “Sakit yang 

menggugurkan kewajiban shalat jum’at itu lebih ringan keadaanya dari pada 

sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat shalat fardhu. Sakit 

tersebut seperti uzdur jalanan becek atau hujan atau semisalnya”.31  

                                                             
31 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 
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Begitu pula dengan persoalan shalat jamaah, Secara eksplisit tidak 

ada dalil yang mewajibkan jamaah di era pandemi covid-19, namun pada 

beberapa daerah yang masih kondusif dari penyebaran virus covid-19 shalat 

jamaah masih tetap diberlangsungkan di masjid-masjid setempat. Oleh 

karena itu salah satu kebijakan MUI dalam menanggulangi penyebaran 

virus tersebut yaitu dengan menciptakan aturan social distancing saat 

jamaah atau perenggangan shaf dan penggunaan masker pada pelaksanaan 

shalat jamaah. Jika ditilik lebih lanjut aturan baru tersebut menyimpang 

hadist Rasulullah yang berbunyi : 

Dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: 

“Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatlah dan 

tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam 

genggaman-Nya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara 

sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam.jenis kambing yang 

berada di daerah Yaman)” 

Kedua aspek di atas apabila dipandang melalui pemikiran jasser 

auda sama sama menggunakan sistem kognisi pada masing masing 

pemaknaan, bahwa jawaban atas suatu persoalan dapat didasarkan 

pengetahuan dari ahli fikih, tidak serta merta mutlak dari Allah SWT, oleh 

karena itu pemaknaan terhadap berbagai bentuk teks harus dibedakan 

dengan benar sebagaimana mestinya, sebab fikih merupakan penalaran 

manusia terhadap nas sesuai dengan situasi dan kondisinya.  
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Kemudian diantara nas dan pengetahuan tersebut tidak heran jika 

ditemukan suatu kontradiksi atas teks dan pemahaman yang dikaji, justru 

menurut Jasser Auda kontradiksi tersebut mencerminkan sistem keutuhan 

integritas yang mana tidak membatasi pola pikir para ulama dalam 

menghasilkan aturan yang bersifat dinamis melalui jalan ijtihad kolektif dari 

satu sumber ke sumber yang lainnya, seperti sebagaimana telah disebutkan 

bahwa fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tidak hanya berdasar pada dalil al-

Qur’an saja, lebih dari itu ijtihad yang digunakan juga menggunakan dalil 

dalil kaidah fikih yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi 

seperti kaidah درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  

Begitu pula pada fatwa Nomor 31 tahun 2020 yang juga 

menggunakan kaidah fikih   اذا ضاق الأمر اتسع واذا اتسع الأمر ضاق dan kaidah  

 sebagai pisau analisis dalam mempertimbangkan masalah المشقة تجلب التيسير

guna sampai pada tujuan syari’ah. selain itu aturan yang berasal dari ijtihad 

pada persoalan ini juga dapat dikategorikan pada sistem keterbukaan yang 

dibuktikan dengan kemampuan interaksi atau adaptasi aturan tersebut 

dengan kondisi lingkungan saat ini demi melangkah pada sistem tujuan 

yang tepat yaitu tujuan dalam melindungi jiwa setiap umat, yang mana 

tujuan tersebut menjadi komponen penting bagi maqāṣid asy-syarī’ah. 

2. Analisis Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda terhadap aspek ibadah      

Pelaksanaan shalat tenaga medis dengan memakai APD lengkap, 

Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19        
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Apabila dilihat secara seksama, Ketiga aspek di atas memiliki 

persoalan masing masing dalam perubahan hukum sebab pandemi covid-

19, seperti pada contoh pada persoalan tata cara shalat tenaga medis yang 

mana syarat sah dalam shalat yaitu antara lain harus suci dari hadast kecil 

maupun hadast besar, suci badan, pakaian, tempat, menutup aurat, 

menghadap kiblat dan telah masuk waktu shalat. Sama halnya pada surah al 

maidah ayat 6 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 

dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 

kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit 

atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 

menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi 

Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur.32  

Melihat realitas yang ada saat ini, syarat sah tersebut tidak dapat 

terlaksana secara maksimal sebab situasi dan kondisi yang ada. tenaga 

kesehatan diharuskan menggunakan alat pelindung diri guna merawat 

pasien covid-19 namun disisi lain para petugas kesehatan tersebut tidak 

dapat memenuhi kewajibannya.  

                                                             
32 Tim Penerjemah Al-Quran UII. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan 

kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 189. 
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Begitu pula pada ketentuan serangkaian tata cara pengurusan 

jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan jenazah, sebagaimana 

kita ketahui pada hadist bukhari dan muslim yang berbunyi "Segeralah 

mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti 

kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut 

selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak 

kalian."33 Hadist tersebut menunjukkaan suatu kewajiban dalam mengurus 

jenazah sebagaimana telah diatur oleh syari’at. Namun munculnya covid-

19 ini menimbulkan problematika dalam pengurusan jenazah, sebab tidak 

sedikit populasi manusia yang meninggal disebabkan oleh covid-19. 

Pengurusan jenazah yang semula dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan 

aturan sebagaimana mestinya kini menjadi berbeda sehingga harus 

dilakukan dengan aturan khusus mulai dari memandikan hingga 

menguburkan sebagai yang telah termaktub pada fatwa MUI Nomor 18 

tahun 2020.  

Sedangkan pada pendistribusian zakat yang dalam aturan syari’ah 

khusus diperuntukkan kepada 8 golongan dan dikeluarkan pada rentang 

waktu yang telah ditentukan. 8 golongan tersebut antara lain tercantum 

dalam Q.S at-taubah ayat 60 yang berbunyi : “Sesungguhnya zakat itu 

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang 

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

                                                             
33 Muhammad bin Ismail, Ṣahīh al Bukhāri, “Bāb as-sur’ah bil janāzah ”, (Dār Ṭūqu an-

Nājah: 1442 H) II: 1315, 86 

 

https://republika.co.id/tag/jenazah
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(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang 

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Maha bijaksana.”34  

Namun sebab dari munculnya covid-19 ialah melemahnya tingkat 

perekonomian masyarakat indonesia sehingga dibutuhkan sebuah solusi 

guna menanggulangi persoalan ini, hal tersebut tentu menimbulkan 

ketidaksesuaian antara praktik dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. 

Sehingga jalan yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu dengan 

ijtihad merumuskan kebijakan yang tertuang pada fatwa Nomor 23 Tahun 

2020 yang salah satu kebijakan barunya memperbolehkan ta’jil 

(mengawalkan) zakat kepada orang yang benar benar membutuhkan atau 

terdampak virus covid-19.  

Melihat realita tersebut, dapat dikatakan bahwa Majelis Ulama 

Indonesia menerapkan sistem multi-dimensi dari pemikiran maqāṣid asy-

syarī’ah Jasser Auda guna mencari solusi tersebut, yakni dengan cara ijtihad 

yang merujuk pada berbagai dimensi keilmuan guna menghindari terjadinya 

ta’arrud al-adillah, Selain itu ijtihad MUI juga selaras dengan sistem 

Interrelasi Hierarki yang mencakup tiga jangkauan antara lain : 

pertama, maqāṣid al-‘āmmah yang berwujud pada kewajiban menjaga 

sesama manusia dari penularan virus covid-19 serta menjaga kestabilan 

aspek kebutuhan hidup manusia.  

                                                             
34 Tim Penerjemah Al-Quran UIII. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan 

kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 346. 
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Kedua, maqāṣid khāṣṣah berwujud pada keringanan yang diberikan kepada 

tenaga medis yang menggunakan APD, keringanan kepada mayat yang 

tidak wajib dirawat sebagaimana ketentuan biasanya dan keringanan yang 

diberikan oleh muzakki dalam mengeluarkan kewajiban zakat.  

Ketiga, maqāṣid Juz’iyyah yang menjadi inti dari persoalan ini adalah 

kewajiban ibadah tenaga medis dan kewajiban muzakki dapat terlaksana 

sebagaimana telah ditetapkan dan hak hak mayat dapat terpenuhi sesuai 

syari’at islam.  

Penalaran pada sistem di atas tidak hanya merujuk pada nas al-

Qur’an dan hadist saja namun merujuk pada kaidah fikih daf’u aḍ-ḍarurah 

wa raf’u al- ḥaraj seperti  : 

 الضرورات تبيح المحظورات ,المشقة تجلب التيسير ,الضرر يزال

 تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sistem tersebut 

dapat mendukung tujuan syari’ah yang mengedepankan kemaslahatan umat 

tanpa meninggalkan hak serta kewajiban setiap umat, yaitu selaras dengan 

perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap agama. 

3. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda terhadap vaksinasi 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa vaksin sinovac dan vaksin 

astrazeneca yang digunakan oleh negara Indonesia memiliki hukum yang 

berbeda, sinovac mempunyai hukum halal dan suci sedangkan astrazeneca 

mempunyai hukum haram. Hal yang menjadi problematika masyarakat saat 

ini terdapat pada penggunaan produk vaksin astrazeneca yang hukum 



77 
 

asalnya adalah haram sebab tahapan produksinya menfaatkan tripsin yang 

berasal dari babi. Sebagaimana pada al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 173 

yang berbunyi : “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, 

darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih menyebut nama 

selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 

padahal ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka ia tidak 

berdosa”.35 Di sisi lain proses vaksinasi merupakan sebuah kewajiban bagi 

masyarakat Indonesia guna meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan 

virus covid-19 sama halnya dengan menjaga keutuhan jiwa.  

Melihat fenomena ini MUI menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021 

yang pada akhirnya tetap menghukumi produk astrazeneca sebagai produk 

vaksin yang haram namun diperbolehkan dalam menggunakannya dengan 

beberapa syarat dan pertimbangan yang wajib dipenuhi. Ijtihad yang 

digunakan oleh ulama MUI tersebut merupakan penerapan sistem kognitif 

maqāṣid asy-syarī’ah Jasser Auda. Selanjutnya sistem lain yang juga 

digunakan dalam kasus ini adalah sistem Keutuhan Integritas yang tidak 

hanya melihat pada satu nas al-Qur’an dan as-Sunnah saja dan tidak 

membatasi pemikiran mujtahid, sebab apabila pemikiran mujtahid dibatasi 

maka tidak akan tercipta kemaslahatan bersama seperti pada contoh produk 

astrazeneca yang mempunyai hukum haram, apabila tidak di-ijtihadkan 

                                                             
35 Tim Penerjemah Al-Quran UIII. Qur’an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan 

kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 45. 
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dengan pemikiran multi dimensi maka tidak ada solusi atas persoalan 

tersebut sehingga tidak dapat mecapai tujuan syari’ah.  

Oleh karena itu hukum diperbolehkannya menggunakan produk 

astraseneca tidak lain adalah berdasarkan pertimbangan kuat melalui kaidah 

fikih  

 مَا لاَ يتَمُِّ الْوَاجِبُ إلِاَّ بهِِ فهَُوَ وَجِبٌ  ,الأمَْرُ  باِلشَّيْءِ  أمَْرٌ  بوَِسَائلِِهِ  ,الضرورات تبيح المحظورات

Ketiga kaidah tersebut ditetapkan menjadi pisau analisis bagi ulama dalam 

menentukan suatu hukum demi mencapai tujuan utama yakni perlindungan 

jiwa dan keselamatan seluruh umat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil paparan yang telah penulis kemukakan di atas 

dapat diketahui bahwa pengimplementasian maqāṣid asy-syarī’ah pada 

fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia telah tercakup 

dalam kaidah daf’u aḍ-ḍarurah wa raf’u al-ḥaraj yang relevan dengan 

masing masing persoalan. Pada kesempatan kali ini penulis telah 

memaparkan 2 aspek penting dalam kehidupan masyarakat yaitu: 

1. Aspek ibadah yang meliputi persoalan shalat jum’at, shalat jamaah, 

pelaksanaan shalat tenaga medis yang mengenakan APD, pengurusan 

jenazah (tajhīz al janaiz) pada jenazah yang terpapar covid-19 dan 

pendistribusian zakat, infak dan shadaqah era covid-19.  

2. Aspek kesehatan yang meliputi persoalan program vaksinasi  

            Dari kedua aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah 

kaidah daf’u aḍ-ḍarurah wa raf’u al-ḥaraj yang digunakan Majelis Ulama 

Indonesia dalam menentukan kebijakan sudah selaras dengan tujuan 

syari’ah atau disebut maqāṣid asy-syarī’ah yang mengutamakan 

kesejahteraan dan keselamatan manusia. beberapa kaidah tersebut antara 

lain : Dar'ul mafāsid muqaddam ‘alā jalbil maṣālih, idzā ḍāqa al amru 

ittasa’a wa izā ittasa’a al amru ḍāqa, almasyaqqatu tajlib at-taisyr, mā lā 

yutimmu al wājib illā bihi fahuwa wājib, al amru bi asy-syai’ amrun bi 
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wasā’ilihi, taṣarruf al imam ‘ala ar-ra'iyyah manūṭun bil maṣlahah, ad ḍararu 

yuzālu, lā ḍarara wa lā ḍirār, aḍ ḍarūrātu tubīḥul maḥẓūrāt. Selain dalil al-

Qur’an dan as-Sunnah, kaidah kaidah tersebut merupakan salah satu pisau 

analisis pada Ijtihad Majelis Ulama Indonesia yang telah dilegitimasi 

sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi wabah covid-19. 

ijtihad tersebut juga telah sesuai dengan sistem yang telah digagas oleh 

Jasser Auda dalam merumuskan tuju’an hidup manusia. 

B. Saran 

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga islam di Negara Republik 

Indonesia sangat berperan penting dalam penanggulangan wabah covid-19 

di Indonesia yakni dengan menerbitkan fatwa sejak awal pandemi, secara 

keseluruhan fatwa fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia telah 

sesuai dengan tujuan syari’ah melalui berbagai ijtihad pada dalil dalil yang 

digunakan sebagai rujukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam serta 

memiliki korelasi tepat dengan keadaan saat ini, guna melanjutkan peran 

tersebut Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat tetap cepat tanggap 

dalam merespon hal hal yang bersifat baru yang berkaitan dengan syari’at 

dan hukum islam era covid-19, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam 

menangani permasalahan umat islam saat ini.  

Meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat tidak mengikat 

namun baik jika Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah dapat 

meningkatkan sosialisasi penanganan covid-19 kepada masyarakat, 
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sehingga upaya upaya ini dapat terimplementasikan sebagaimana mestinya 

dan sebagaimana yang telah dicita citakan oleh seluruh umat. 
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